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BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 178 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 100 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BANJARWANGI TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan
Peraturan Bupati Garut Nomor 100 Tahun 2019
tentang Rencana  Strategis Kecamatan  Banjarwangi
Tahun 2019-2024;

b. bahwa sehubungan ditetapkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, maka
Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut
Nomor 100 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis
Kecamatan Banjarwangi Tahun 2019-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang  Pembentukan = Kabupaten  Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2851);
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah  Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas
Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

3. Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan wuntuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6485);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor  4725) sebagaimana telah diubah  dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6323);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang RencanaPembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
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Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut
Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut
Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031
(Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia
Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012
tentang  Sistem = Perencanaan Pembangunan  Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut
(Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah
Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah
Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut
Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut
Tahun 2021 Nomor 5);

Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang
Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut
Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan
Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut
(Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 100
TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN BANJARWANGI TAHUN 2019-2024.
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Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Garut Nomor 100 Tahun 2019
tentang Rencana Strategis Kecamatan Banjarwangi Tahun 2019-2024 (Berita
Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 100) diubah, sehingga berbunyi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 24 - 11 - 2021

BUPATI GARUT,
ttd

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 24 - 11 - 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

ttd

NURDIN YANA

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2021 NOMOR 178

Mengetahui
Sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH,
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,
u.b.

Ditandatanganisecaraelektronik oleh:
KEPALABAGIAN HUKUM SEKRETARIAT
————— DAERAH KABUPATEN GARUT
W MARGIYANTO, SH A
NIP.197411012005011003

tl




PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2019-2024
(RENSTRA)

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI GARUT

NOMOR 178 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI GARUT NOMOR 100
TAHUN 2019 TENTANG RENCANA
STRATEGIS KECAMATAN BANJARWANGI
TAHUN 2019-2024

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bahwa pembangunan
Daerah dilakukan bertujuan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan
masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan
kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sebagai perwujudan dari
pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai
bagian integral dari pembangunan nasional.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional, Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
mengatur satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk
menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah,
dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara di tingkat
pusat dan daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan
kewenangan masing-masing melalui pengintegrasian rencana tata ruang dengan
rencana pembangunan daerah untuk mencapai pemenuhan hak-hak dasar
masyarakat sesuai dengan urusan dan kewenangan pemerintah daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
diharuskan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD), dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 6 (enam)
bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik.

Kepala Daerah telah melaksanakan kewajibannya untuk menyusun
dokumen RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dan telah ditetapkan
pada tanggal 22 Juli 2019 sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah
untuk periode 5 (lima) tahun

(PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN BANJARWANGI )
KABUPATEN GARUT



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2019-2024
(RENSTRA)

yang merupakan pelaksanaan tahap keempat pembangunan jangka
menengah pada periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025.

Dalam perjalanannya, setelah RPJMD Kabupaten Garut ditetapkan
melalui Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019, telah terbit
beberapa kebijakan nasional maupun perkembangan keadaan daerah yang
mempengaruhi perencanaan pembangunan daerah. Kebijakan untuk
melakukan perubahan RPJMD diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten
Garut, disebabkan telah memenuhi syarat untuk melakukan perubahan RPJMD
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 264
ayat (5), yang menyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan
hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan
atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Lebih lanjut, perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 memenuhi
poin 3 pada Pasal 342 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 yang menyatakan bahwa perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila :

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan
tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana
pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang
dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan

c. terjadi perubahan yang mendasar.

Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 342 ayat
(1) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, mencakup
terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial
budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan
nasional.

Perubahan mendasar yang mempengaruhi substansi RPJMD Kabupaten
Garut Tahun 2019-2024 meliputi :

a. Adanya perubahan kebijakan nasional berupa peraturan perundang-
undangan yang ruang lingkupnya berkaitan dengan hal-hal perencanaan
dan keuangan daerah serta penyelenggaraan pemerintahan daerah,
maupun peraturan perundang-undangan yang menguatkan perlunya
dilakukan perubahan RPJMD, diantaranya :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara

(PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN BANJARWANGI )
KABUPATEN GARUT



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2019-2024
(RENSTRA)

2. dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322);

4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1114);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1447) dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708
Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

Terjadinya kejadian luar biasa wabah pandemi COVID-19 yang telah
ditetapkan sebagai bencana Nasional. Sejak ditetapkannya sebagai
pandemi, pertambahan kasus positif di Indonesia maupun Kabupaten
Garut menunjukkan perkembangan meningkat, dengan terjadinya
peningkatan jumlah kasus positif dan persebaran semakin meluas. Hal ini
memberikan dampak yang sangat besar terhadap berbagai sektor
termasuk dalam pelaksanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

Dari penjelasan di atas tentu saja hal hal tersebut menjadi acuan
Perangkat daerah untuk menyesuaikan dalam dokumen perubahan renstra.
Adapun ruang lingkup perubahan pada Renstra Kecamatan Banjarwangi
Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 meliputi :

(PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN BANJARWANGI )
KABUPATEN GARUT



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2019-2024
(RENSTRA)

a. Penyesuaian dan penyelarasan Perubahan Renstra terhadap arah serta
prioritas pembangunan Daerah pada perubahan RPJMD Kabupaten
Garut Tahun 2019-2024.

b. Penyesuaian struktur APBD baik pada komponen Pendapatan Daerah,
Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah.

c. Penyesuaian klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan
pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020
tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah. Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur
perencanaan pembangunan

dan keuangan daerah disusun secara sistematis dalam rangka
mendukung SIPD sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah
yang mewajibkan kepada seluruh pemerintah daerah agar
menggunakan sistem pengelolaan informasi pembangunan daerah,
informasi keuangan daerah dan informasi pemerintah daerah lainnya
secara nasional yang terintegrasi dan saling terhubung untuk
dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

d. Penyesuaian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
yang mengatur tata cara, dan sistematika penyusunan laporan kinerja
penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta indikator kinerja makro
dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

e. Penyesuaian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renstra (meliputi
reviu isu, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, prioritas, tema,
indikator, pagu indikatif dan target kinerja)

f. Penyelarasan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan
program pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Garut
dengan kebijakan pengembangan wilayah.

(PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN BANJARWANGI )
KABUPATEN GARUT



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2019-2024
(RENSTRA)

Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 akan menjadi
dasar penyusunan RKPD Tahun 2022, Tahun 2023 dan 2024, serta Perubahan
Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024.

Selanjutnya, RKPD akan menjadi dasar bagi penyusunan Rancangan
APBD Tahun Anggaran 2022, Tahun Anggaran 2023, dan Tahun Anggaran
2024. Dengan demikian, tercipta keselarasan antara perencanaan strategik di
Perubahan RPJMD dengan perencanaan di perubahan Renstra Kecamatan
sebagai bagian dari Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi
pembangunan jangka menengah Pemerintah Daerah Kabupaten Garut

Dalam proses penyusunan Perubahan Renstra dirumuskan secara
transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur,
berkeadilan, dan berwawasan lingkungan dan dilakukan melalui pendekatan
sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah maupun Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu :

1) Pendekatan teknokratis, menggunakan metode dan kerangka berpikir
ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah;

2) Pendekatan partisipatif, dilaksanakan dengan melibatkan berbagai
pemangku kepentingan;

3) Pendekatan politis, dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi
kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan
jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD;

4) Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas, merupakan hasil perencanaan
yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan
mulai dari desa, kecamatan, Daerah kabupaten, Daerah provinsi, hingga
nasional.

Penyusunan Perubahan Renstra sama hal nya dengan Penyusunan
Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 dilakukan menggunakan pendekatan
berbasis kinerja yang berorientasi pada hasil (money follow program), dan
pendekatan substansi secara Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial, yaitu:

1) Pendekatan-holistik-tematik dilaksanakan dengan mempertimbangkan
keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan
faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling
berkaitan satu dengan lainnya;

2) Pendekatan integratif, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa
kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam
upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah;
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3) Pendekatan spasial, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi
keruangan dalam perencanaan.

Penyusunan Perubahan Renstra dilakukan berbasis pada penerapan e-planning
melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah. KecamatanBanjarwangi
melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Bappeda dan pemangku
kepentingan dalam penyusunan Perubahan Renstra. Perubahan RPJMD
Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 disusun secara berkesinambungan
mencakup tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal,
penyusunan rancangan, perumusan rancangan akhir, dan penetapan.
Perumusan rancangan akhir Perubahan Renstra Perangkat Daerah dilakukan
untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat
Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah
yang ditetapkan.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan RENSTRA Perubahan tahun 2019-2024 didasarkan pada
peraturan perundang- undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara
Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Diserse 2019
(Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6485);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
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10.

11.

Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RencanaPembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031
(Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29
Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun
2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut
Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut
Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan
Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten
Garut Tahun 2016 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut
(Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
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20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-
2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut

Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran
Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);

21. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan
Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah
Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27
Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019
Nomor 139);

1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Perubahan RENSTRA SKPD

Maksud dari penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Banjarwangi
Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 adalah memberikan arah kebijakan
pembangunan jangka menengah Kabupaten Garut lima tahun kedepan secara
holistik tematik,

integratif dan berbasis spasial berdasarkan capaian pembangunan,
permasalahan dan isu strategis perangkat daerah serta kemampuan keuangan
Daerah dan sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam
melaksanakan pembangunan di Kabupaten Garut Tahun 2019-2024.

Tujuan penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Banjarwangi
Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, yaitu:

1. Menjabarkan visi dan misi Kepala daerah ke dalam tujuan, sasaran, dan
indikator kinerja perangkat daerah selama 5 (lima) tahun ke depan, sehingga
rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat terwujud;

2. Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan
program pembangunan selama kurun waktu 2019-2024;

3. Mewujudkan keseimbangan lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam
pembangunan yang berkelanjutan;
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4. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan,
dan berkelanjutan.

1.4. Sistematika Penulisan

Mengacu kepada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah

Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Perubahan Renstra Kecamatan
Banjarwangi Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 disusun dalam 8 (delapan)
Bab, dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
bab ini memuat :
1.1 Latar Belakang,
1.2 Landasan Hukum,
1.3 Maksud dan Tujuan, dan
1.4 Sistematika Penulisan Perubahan Renstra.

BABII GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat :

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi,

2.2 Sumber Daya,

2.3 Kinerja Pelayanan Serta

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan
Banjarwangi Kabupaten Garut.

BAB III PERMALASAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH,

Bab ini Memuat:
3.1 Mengidentifikasikan Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan
Fungsi Pelayanan Kecamatan Banjarwangi Kabupaten Garut,

3.2 Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil
Kepala Daerah Terpilih,
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3.3 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik
Indonesia, Dan Renstra Sekretariat Daeerah Provinsi Jawa
Barat,

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
Garut, telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
serta

3.5 Penentuan Isu-Isu  Strategis Kecamatan Banjarwangi
Kabupaten Garut.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN,
Memuat tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan
Banjarwangi Kabupaten Garut.

BABV STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN,
Memuat strategi dan arah kebijakan Kecamatan Banjarwangi
Kabupaten Garut dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN,
Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok
sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN,

memuat indikator kinerja Kecamatan Banjarwangi Kabupaten Garut
yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen
untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
perangkat daerah.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini memuat kaidah pelaksanaan Perubahan Renstra dan
pedoman transisi pada saat Renstra Kecamatan Banjarwangi ini
berakhir, untuk menjamin keberlanjutan perencanaan
pembangunan daerah.
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BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi)
Kecamatan Banjarwangi dalam penyelenggaraan urusan kewilayahan, mengulas
secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Kecamatan Banjarwangi
dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian
penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan renstra periode sebelumnya,
mengemukakan capaian program prioritas serta tantangan dan peluang
pengembangan pelayanan Kecamatan Banjarwangi.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
2.1.1 Tugas dan Fungsi

Dalam kedudukan dan fungsinya pemerintah kecamatan memiliki posisi
yang sangat penting karena keberhasilan tugas Pemerintah dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan,
ketentraman dan ketertiban serta mengembangkan potensi wilayah sangat
ditunjang oleh keberadaan pemerintah kecamatan, Memenuhi maksud tersebut,
kiranya upaya untuk memperkuat Pemerintah Kecamatan maka dikeluarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut, yang dijabarkan lebih lanjut
dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan
Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun
2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Garut, serta Peraturan Bupati Garut Nomor 111 Tahun 2020 tentang
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Garut, yang dilandasi oleh
Peraturan Bupati Garut Nomor 254 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Garut Nomor 102 Tahun 2014 tentang Pelimpahan sebagian
Wewenang Bupati kepada Camat.

Berdasarkan Peraturan Bupati Garut Nomor 111 Tahun 2020 tentang
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Garut, bahwa, maka :

Bagian Kesatu
Kecamatan
Pasal 2

(1) Dinas merupakan perangkat daerah Kabupaten sebagai
pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja
tertentu dan dipimpin oleh seorang Camat yang di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Tugas dan fungsi Kecamatan adalah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 Peraturan Bupati
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Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati
Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang
Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Garut.

Struktur Organisasi Kecamatan adalah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 73 Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016
tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Garut sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor
27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Garut.

Bagian Kedua

Camat

Pasal 3
Camat mempunyai tugas memimpin, merumuskan,
mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan tugas
penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan  publik serta
pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan meliputi
pemerintahan, kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan

masyarakat desa, ketenteraman dan ketertiban umum serta
pelayanan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Camat mempunyai fungsi:

a. perumusan, pengaturan, pengoordinasian, pembinaan dan
pelaksanaan kebijakan umum dan teknis operasional
Seksi Pemerintahan, Seksi Kesejahteraan Masyarakat, Seksi
Pemberdayaan Masyarakat Desa, Seksi Ketenteraman dan
Ketertiban Umum serta Seksi Pelayanan;

b. penyelenggaraan pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan
tugas bidang Seksi Pemerintahan, Seksi Kesejahteraan
Masyarakat, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Seksi
Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Seksi Pelayanan;

c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi
sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian
kinerja kecamatan.

Uraian tugas Camat adalah sebagai berikut:

a. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dalam
pelaksanaan tugas umum pemerintahan berdasarkan visi
dan misi serta tugas dan fungsinya;
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b. menyelenggarakan penyusunan rencana kerja dalam rangka
pelaksanaan tugas umum pemerintahan berdasarkan
sasaran, kebijakan umum, strategi dan program kerja
kecamatan serta kondisi dinamis masyarakat;

c. melakukan koordinasi penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan instansi
vertikal;

d. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan
Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

e. melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
di tingkatkecamatan;

mengoordinasikan penerapan dan penegakan
peraturan perundang-undangan dengan Perangkat Daerah
yang tugas fungsinya di bidang penerapan atau penegakan
peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara
Republik Indonesia;

g. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi
pemerintahan desa dan/atau kelurahan;

h. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi
pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;

melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala
Desa dan/atau Lurah;

melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat
desa dan kelurahan;

k. melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa
dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan;

mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam
perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum
musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan
kelurahan dan kecamatan;

m. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
keseluruhan unit kerja baik Pemerintah Daerah maupun
swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan
pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;

n. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan
pemberdayaan masyarakatdi wilayah kecamatan baik yang
dilakukan oleh unit kerja Pemerintah Daerah maupun
masyarakat;

o. melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan
masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

p- melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di
wilayah kerja kecamatan kepada Bupati dengan tembusan
kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan
pemberdayaan masyarakat;
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q- melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik
Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai
program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan
ketertiban umum di wilayah kecamatan;

r. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan
ketertiban umum dengan pemuka agama yang berada di
wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman
dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;

s. melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada
masyarakatdi tingkat kecamatan;

memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan
penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan (PATEN);

u. melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan
minimal di wilayahya;

v. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;

w. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada
masyarakat di wilayah kecamatan;

x. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau
instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang
pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

y. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam
pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas
pelayanan umum;

z. menyelenggarakan dan mengoordinasikan penyusunan dan
penetapan Rencana Kerja Strategis (Renstra), Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP),
Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja
Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (TAPKIN), Standar
Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP)
Kecamatan serta mengoordinasikan kebutuhan data dan
informasi bagi penyusunan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) serta dokumen-
dokumen perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, penilaian
dan pelaporan kinerja lainnya;

aa. memimpin, mengatur, membina, mengevaluasi,
mengendalikan dan mengoordinasikan pelaksanaan
kebijakan teknis serta tugas kecamatan;

bb. menyelenggarakan konsultasi dengan pihak-pihak yang
terkait baik  teknis maupun administratif, untuk
sinkronisasi, keserasian dan keharmonisan pelaksanaan
tugas dan fungsi kecamatan;
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cc. menyelenggarakan koordinasi tugas pemerintahan yang
tidak termasukdalam tugas instansi lainnya
berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

cc. menjelaskan perkembangan kebijakan-kebijakan dan
prioritas kepada staf;

dd. mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada staf baik
secara lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya;

ff. memantau pelaksanaan tugas staf melalui rapat-rapat
intern dan petunjuk langsung untuk keterpaduan
pelaksanaan tugas;

gg. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf
berdasarkan program kerja kecamatan;

hh membina staf sesuai ketentuan kepegawaian untuk
peningkatan kualitasdan karir staf;

ii. Memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf
sebelumditandatangani;

- mengevaluasi pelaksanaan tugas para bawahan melalui
penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui
prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya
tindak lanjut;

Kk. memberikan rekomendasi untuk penilaian Sasaran Kerja
Pegawai (SKP) bagi Kepala unit pelaksana teknis pada Dinas
dan unit pelaksana teknis pada Badan di lingkup wilayah
kerjanya;

11. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis,
berkala atau sesuaikebutuhan kepada pimpinan;

kk. memberikan rekomendasi untuk penilaian Sasaran Kerja
Pegawai (SKP) bagi Kepala unit pelaksana teknis pada Dinas
dan unit pelaksana teknis pada Badan di lingkup wilayah
kerjanya

11. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis,
berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan; mm.
memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan
yvang menyangkutbidang tugas kecamatan; dan

nn. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh pimpinansesuai dengan bidang tugasnya.
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Camat membawahkan:

ee. Sekretaris Kecamatan

ff. Seksi Pemerintahan

gg.  Seksi Kesejahteraan Masyarakat

hh. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
ii. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

- Seksi Pelayanan; dan

kk. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Ketiga
Sekretaris Kecamatan

Pasal 4

(1) Sekretaris Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat,
mempunyai tugas merumuskan rencana kerja kesekretariatan
yvang meliputi umum, evaluasi dan pelaporan serta keuangan
dan barang milik daerah.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1),

Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja kesekretariatan;

b. pengumpulan, pengolahan usulan program dan kegiatan;
c. penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan;
d

penyelenggaraan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan
kesekretariatan meliputi pengelolaan urusan surat
menyurat, kearsipan, perpustakaan, humas, protokol,
perlengkapan, rumah tangga dinas dan administrasi
kepegawaian, melaksanakan penatausahaan urusan umum,
evaluasi dan pelaporan serta keuangan dan barang milik
daerah;

e. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi
sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian
kinerja Sekretariat.
(3) Uraian tugas Sekretaris Kecamatan adalah sebagai berikut:

a. Menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan
teknis lingkup kesekretariatan;

b. menyelenggarakan penyusunan rencana kerja
kesekretariatan sebagaipedoman pelaksanaan tugas;
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menyelenggarakan penyusunan Rencana Strategis (Renstra),
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP),
penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja
Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (TAPKIN), Standar
Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP) serta
dokumen-dokumen perencanaan, pelaksanaan, evaluasi,
penilaian dan pelaporan kinerja lainnya;

menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan, rekapitulasi
dan kompilasi data rencana anggaran dan belanja kegiatan
kecamatan yang bersumber dari masing-masing Seksi;

menyelenggarakan pelayanan umum dan kepegawaian yang
meliputi urusan surat-menyurat, barang milik daerah/aset
dan rumah tangga, pengorganisasian dan ketatalaksanaan,

keuangan, perencanaan, monitoring, evaluasi dan
pelaporan;

menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan
pengendalian pelaksanaan tugas dan pelayanan umum,
kepegawaian dan rumah  tangga, keuangan serta

perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

menyelenggarakan kebutuhan naskah dinas yang diperlukan
dan menilai konsep naskah dinas dari staf dan unit kerja
lainnya di lingkungan kecamatan berdasarkan pedoman
dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

menyelenggarakan koordinasi perencanaan, evaluasi serta
pelaporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pemerintahan,
Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Seksi Ketenteraman
dan Ketertiban dan Seksi Pelayanan;

melakukan penatausahaan administrasi Pelayanan
Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);

menyelenggarakan penyusunan dokumen-dokumen
perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja
kecamatan;

memberikan laporan kepada pimpinan mengenai langkah
atau tindakanyang diambil dalam lingkup tugasnya;

menginventarisasi, mengindentifikasi dan menyiapkan
bahan pemecahanmasalah di bidang tugasnya;

menyelenggarakan koordinasidengan unit kerja lain
dan/ataulembaga/instansi dalam lingkup tugasnya;

mendistribusikan tugas kepada staf di lingkup Sekretariat
sesuai bidangtugasnya;
memberi  petunjuk  kepada staf untuk  kelancaran
pelaksanaan tugas staf;

mengoordinasikan tugas staf di lingkup sekretariat melalui
rapat atau secara langsung agar sesuai dan saling
mendukung dalam pelaksanaantugas;
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q. memberi petunjuk kerja dan mengendalikan staf di lingkup
Sekretariat agardapat melaksanakan tugas dengan baik;

r. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkup Sekretariat
untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana;

s. mengatur pelaksanaan kegiatan staf berdasarkan prioritas
penyelesaian tugas kesekretariatan agar selesai tepat pada
waktunya;

t. mengevaluasi pelaksanaan tugas para bawahan melalui
penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui
prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya
tindak lanjut;

u. menyusun dan memeriksa konsep surat dinas
berdasarkan tata naskahdinas yang berlaku;

v. mengatur pemberian layanan administratif kepada semua
unit kerja di lingkungan kecamatan agar terwujud tertib
administrasi;

w. menyelenggarakan pengelolaan tata mnaskah dinas dan
kearsipan;

X. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan pegawai
dalam jabatan struktural di bawahnya dan jabatan
fungsional umum;

y. menyelenggarakan pelayanan perpustakaan sebagai media
referensi, peraturan perundang-undangan dan dokumen
lainnya sesuai kepentingan kecamatan, serta
menyelenggarakan pelayanan hubungan masyarakat dan
pelayanan informasi serta dokumentasi kecamatan;

z. melaporkan pelaksanaan tugas kesekretariatan secara
lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada
pimpinan;

aa. mengoordinasikan laporan kegiatan masing-masing bidang
untuk disampaikan kepada pimpinan;

bb. menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data
sebagai bahan penyusunan laporan program kegiatan
kecamatan sesuai dengan ketentuan;

cc. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan
sesuai dengan bidang tugasnya; dan

dd. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretaris membawahkan:

a. Subbagian Umum, Evaluasi dan Pelaporan;

b. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah.
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Pasal 5

Subbagian Umum, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh
seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan
bertanggung jawab Lkepada Sekretaris, mempunyai tugas
menyusun dan melaksanakan pengelolaan urusan surat
menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan dan
keprotokolan, penyiapan kebutuhan pegawai, pembinaan dan
pengembangan pegawai serta administrasi kepegawaian lainnya
serta menyusun dan melaksanakan = koordinasi dalam
pengumpulan dan pengolahan data wumum, evaluasi dan
pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Subbagian Umum, Evaluasi dan Pelaporan
mempunyai fungsi:

a. penyusunan bahan pelayanan umum dan kepegawaian,
kelembagaan dan ketatalaksanaan serta bahan umum,
evaluasi dan pelaporan;

b. pelaksanaan pelayanan administrasi urusan surat menyurat,
kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, rumah
tangga kedinasan dan administrasi kepegawaian serta
umum, evaluasi dan pelaporan;

c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai
dengan lingkup tugasnya; dan

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian
kinerja subbagian umum, perencanaan, evaluasi dan
pelaporan.

Uraian tugas Kepala Subbagian Umum, Evaluasi dan
Pelaporan adalah sebagai berikut:

e. menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis lingkup
Subbagian Umum, Evaluasi dan Pelaporan;

f. menyusun dan melaksanakan rencana kerja lingkup
Subbagian Umum, Evaluasi dan Pelaporan berdasarkan
sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja
kecamatan;

g. melaksanakan tata naskah dinas, surat-menyurat,
kehumasan dan keprotokolan, kearsipan, perpustakaan dan
penyediaan peralatan kerja serta menyusun bahan-bahan
petunjuk teknis/pedoman tentang pendataan pengolahan
sistem informasi, umum, evaluasi dan pelaporan;

h. mengumpulkan bahan, data dan informasi rencana
kebutuhan sarana dan prasarana penunjang tugas;

i. mengumpulkan,merekapitulasi,mengkompilasi dan mengkaji
usulan rencana kebutuhan/formasi pegawai, program dan
kegiatan masing-masing bidang untuk bahan penyusunan
prioritas program dan kegiatan bagi pimpinan;
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melaksanakan penyiapan administrasi dan teknis
pengusulan pegawai yang akan pensiun, peninjauan masa
kerja, kenaikan pangkat, Daftar Urut Kepangkatan (DUK),
sumpah/janji pegawai, kenaikan gaji berkala dan
peningkatan kesejahteraan pegawai serta memfasilitasi
pengolahan data, pengolahan sistem informasi, umum,
evaluasi dan pelaporan sesuai dengan pedoman yang telah
ditentukan;

k. mengkaji hasil evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas
sebagai bahan penyusunan rencana kerja kecamatan;

menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan Rencana
Strategis (renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana
Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (TAPKIN) dan
dokumen-dokumen perencanaan kinerja lainnya;

m. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan Standar
Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP)
Kecamatan;

n. menyiapkan dan mengkaji bahan penyusunan laporan yang
meliputi laporan triwulan, semesteran, tahunan, Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bwupati, laporan
penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) serta
dokumen-dokumen pelaksanaan, evaluasi, penilaian dan
pelaporan kinerjalainnya yang telah ditentukan;

o. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau
lembaga/instansi dalam lingkup tugasnya;

p- mengoordinasikan pelaksanaan tugas staf;

q.- membagi tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugas
masing-masing;

r. mengarahkan dan mengendalikan staf untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;

s. menyelia kegiatan staf di lingkungan Subbagian Umum,
Evaluasi dan Pelaporan untuk mengetahui kesesuaiannya
dengan rencana kerja masing-masing;

mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian
Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi
kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak
lanjut;

u. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang
diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang
benar;

v. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis,
berkala atau sesuaikebutuhan kepada pimpinan;

w. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan
sesuai dengan bidang tugasnya; dan

x. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan, sesuaidengan bidang tugasnya.
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Pasal 6

Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah dipimpin oleh
seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas
menyusun dan melaksanakan pengelolaan keuangan dan barang
milik daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1),

Kepala Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah

mempunyai fungsi:

a.
b.

penyusunan bahan rencana anggaran Dinas;

pelaksanaan teknis administrasi pengelolaan keuangan dan
barang milikdaerah;

pelaksanaan penyusunan laporan pengelolaan keuangan
dan barang milikdaerah;

pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai
dengan lingkuptugasnya; dan

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian
kinerjaSubbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah.

Uraian tugas Kepala Subbagian Keuangan dan Barang Milik
Daerah adalah sebagai berikut:

a.

0

menyusun rencana kerja subbagian keuangan berdasarkan
sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja
kecamatan;

penyiapan bahan dan penyusunan rencana anggaran;

melaksanakan teknis penatausahaan keuangan dan barang
milik daerah;

melaksanakan penyusunan daftar gaji dan tunjangan daerah
serta pembayarannya;

melaksanakan perbendaharaan keuangan Dinas;

menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan
administrasi dan pembukuan keuangan dan barang milik
daerah;

melakukan verifikasi terhadap pelaksanaan anggaran;
melaksanakan akuntansi keuangan;

melaksanakan penyusunan laporan keuangan dan barang
milik daerah;

melaksanakan administrasi penyetoran dan pelaporan pajak
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

menyiapkan bahan pertanggungjawaban pelaksanaan
anggaran;
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. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan
Subbagian Keuangandan Barang Milik Daerah;

m. melaksanakan pelayanan sistem informasi dan manajemen
keuangan;

n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain
dan/ataulembaga/instansi dalam lingkup tugasnya;

mengoordinasikan pelaksanaan tugas staf;

p- membagi tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugas
masing-masing;

q. mengarahkan dan mengendalikan staf untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;

r. menyelia kegiatan staf di lingkungan Subbagian Keuangan
dan Barang Milik Daerah untuk mengetahui kesesuaiannya
dengan rencana kerja masing-masing;

s. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian
Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi
kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak
lanjut;

t. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang
diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang
benar;

u. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala
atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;

v. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan
sesuai dengan bidang tugasnya; dan

w. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan, sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Seksi Pemerintahan

Pasal 7

Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat,
mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis
operasional, menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja Seksi
Pemerintahan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala SeksiPemerintahan mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional
SeksiPemerintahan;

b. penyusunan dan  pelaksanaan rencana kerja  Seksi
Pemerintahan;
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c. pengumpulan dan pengolahan data Seksi Pemerintahan;

pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai
dengan lingkuptugasnya; dan

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian
kinerja SeksiPemerintahan.

Uraian tugas Kepala Seksi Pemerintahan adalah sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis
operasional Seksi Pemerintahan;

b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan, serta
pengolahan basis data Seksi Pemerintahan sebagai bahan
penyusunan rencana kegiatan;

c. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi
Pemerintahan berdasarkan sasaran, kebijakan teknis,
strategi dan program kerja kecamatan;

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengolahan data
administrasikependudukan dan pertanahan;

e. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat
Daerah dan instansi vertikal;

f. menyiapkan bahan dan melaksana koordinasi
perencanaan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal
di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

g. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan di tingkatkecamatan;

h. melaksanakan fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan
Peraturan Kepala Desa;

i. melaksanakan fasilitasi tata administrasi pemerintahan desa
dan kelurahan;

j- melaksanakan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan
kelurahan dan pendayagunaan aset desa dan aset daerah
yang dikelola oleh desa dan kelurahan;

k. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan
yang diserahkan kepada desa;

. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan
Lurah dan perangkat desa dan kelurahan;

m. melaksanakan fasilitasi penyelesaian perselisihan batas desa
antar desa antar satu kecamatan;

n. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam
pendayagunaan data profil desa dan kelurahan di tingkat
kecamatan;

w. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi
pelaksanaan administrasi desa dan kelurahan;
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aa.

ad.

CC.

dd.

€e.

ii.

-

ee.

11.

menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap
Kepala Desa danLurah serta Badan Permusyawaratan Desa;

menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap
perangkat desa dan kelurahan;

melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa
dan kelurahan di tingkat kecamatan;

melaksanakan fasilitasi penyelesaian perselisihan antar desa
dan kelurahan dalam satu kecamatan;

menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi
penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan kepala daerah,
pemilihan Kepala Desa dan program-program lainnya;

melaksanakan koordinasi dengan seksi lainnya dalam rangka

pemberian pelayanan kepada masyarakat berupa
administrasi kependudukan dan surat keterangan lainnya
yvang telah dilimpahkan Bupati kepada Camat;

melaksanakan fasilitasi penyusunan APBDes;

melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian
kinerja dalam lingkup Seksi Pemerintahan;

melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau
lembaga/instansi dalam lingkup tugasnya;

mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang
tugasnya;

memberi petunjuk kepada staf untuk  kelancaran
pelaksanaan tugasnya;

memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk
mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;

mm.mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf

berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;

nn.mengevaluasi pelaksanaan tugas para bawahan melalui

penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui
prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya
tindak lanjut;

oo.membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang

diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang
benar;

pp.-melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis,

berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;

qq.-memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan

sesuai bidang tugasnya; dan

rr.melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
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Bagian Kelima

Seksi Kesejahteraan Masyarakat

Pasal 8

Seksi Kesejahteraan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Camat, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis
operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi
Kesejahteraan Masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala SeksiKesejahteraan Masyarakat mempunyai fungsi:

a.

b.

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional
SeksiKesejahteraan Masyarakat;

penyusunandan pelaksanaanrencana kerja Seksi
Kesejahteraan Masyarakat;

pengumpulan dan pengolahan data Seksi Kesejahteraan
Masyarakat;

pelaksanaankoordinasi, integrasi dan sinkronisasisesuai
dengantugasnya; dan

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian
kinerja SeksiKesejahteraan Masyarakat.

Uraian tugas Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat adalah
sebagai berikut:

a.

b.

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis
operasional Seksi Kesejahteraan Masyarakat;

menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan, serta
pengolahan basis data Seksi Kesejahteraan Masyarakat
sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan;

menyusun dan melaksanakan rencana kerja serta rencana
kegiatan Seksi Kesejahteraan Masyarakat berdasarkan
sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja
kecamatan;

menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan kepada
desa dan kelurahan yang berada di wilayah kerja
kecamatan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan
masyarakat;

menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan
kehidupan gotong royong, perilaku hidup bersih dan sehat
serta pengembangan potensi desa dan kelurahan, organisasi
keagamaan dan lembaga-lembaga kemasyarakatan serta
kerukunan hidup beragama;

menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi dengan
Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan data
pendidikan, kesehatan, kemiskinan, ketenagakerjaan dan
data kesejahteraan masyarakat lainnya;
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g. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi program
dan kegiatan kesejahteraan masyarakat yang
diselenggarakan oleh unit pelaksana teknis, unsur swasta
dan masyarakat di wilayah kerjanya;

h. melaksanakan fasilitasi dan pengawasan penyelenggaraan
program pengentasan kemiskinan;

i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian
kinerja dalam lingkup Seksi Kesejahteraan Masyarakat;

j- melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau
lembaga/instansi dalam lingkup tugasnya;

k. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang
tugasnya;

. memberi petunjuk  kepada staf untuk  kelancaran
pelaksanaan tugasnya;

m. memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk
mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;

n. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf
berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;

o. mengevaluasi pelaksanaan tugas para bawahan melalui
penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui
prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya
tindak lanjut;

p- membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang
diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang
benar;

q. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala
atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;

r. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan
sesuai bidang tugasnya; dan

s. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pasal 9

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Camat, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan
teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja
Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai
fungsi:
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a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional
Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;

b. penyusunandan pelaksanaanrencana kerja Seksi
Pemberdayaan Masyarakat Desa;

c. pengumpulan dan pengolahan data Seksi Pemberdayaan
Masyarakat Desa;

d. pelaksanaankoordinasi, integrasi dan sinkronisasisesuai
dengantugasnya; dan

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian
kinerja SeksiPemberdayaan Masyarakat Desa.

Uraian tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah
sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis
operasional Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;

b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan, serta
pengolahan basis data Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan;

c. menyusun dan melaksanakan rencana kerja serta rencana
kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan
sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja
kecamatan;

d. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam
perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum
musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan
kelurahan;

e. menyiapkan bahan dan melaksanakan upaya pemberdayaan
masyarakat berdasarkan hasil koordinasi Camat dengan
Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di
bidang pemberdayaan masyarakat serta wunit kerja lain
dan/atau lembaga/instansi;

f. melaksanakan fasilitasi kerja sama antar desa atau kerja
sama desa dan kelurahan dengan pihak ketiga;

g. menyiapkan bahan dan data Usaha Kecil Menengah (UKM),
Koperasi serta perekonomian lainnya;

h. melaksanakan fasilitasi kerja sama antar lembaga
kemasyarakatan dan kerja sama lembaga kemasyarakatan
dengan pihak ketiga;

i. mengoordinasikan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan
publikasi serta pendayagunaan data dasar keluarga, data
potensi desa dan kelurahan serta data  tingkat
perkembangan desa dan kelurahan di wilayah kecamatan;
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melaksanakan fasilitasi penyusunan dan pendayagunaan
data profil desa dan kelurahan;

k. melaksanakan fasilitasi penyusunan perencanaan
pembangunan partisipatif;

melaksanakan fasilitasi dalam rangka pembinaan
kelembagaan desa dan kelurahan;

m. melaksanakan fasilitasi pemeliharaan sarana dan
prasarana fasilitas umum;

n. melaksanakan fasilitasi kegiatan kader pemberdayaan
masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan
di desa dan kelurahan;

o. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan
kewajiban lembaga kemasyarakatan;

p- melaksanakan fasilitasi bantuan teknis dan pendampingan
kepada lembaga kemasyarakatan;

q. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan
pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan di wilayah
kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah
maupun swasta;

r. melaksanakan fasilitasi, monitoring penyelenggaraan
pembangunan yang bersumber dari APBDes dan bantuan
keuangan lainnya;

s. melaksanakan fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes;

melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian
kinerja dalam lingkup Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa dan Kelurahan;

u. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain
dan/ataulembaga/instansi dalam lingkup tugasnya;

v. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang
tugasnya;

w. memberi petunjuk  kepada staf untuk  kelancaran
pelaksanaan tugasnya;

x. memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk
mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;

y. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf
berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;

z. mengevaluasi pelaksanaan tugas para bawahan melalui
penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui
prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya
tindak lanjut;

aa. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang
diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang
benar;
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bb. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis,

berkala atau sesuaikebutuhan kepada pimpinan;

cc. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan

dd.

sesuai bidangtugasnya; dan

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuaidengan bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh

Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Pasal 10

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab secara
administratif kepada Camat dan secara teknis operasional
bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
melalui Camat, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan
teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana
kerja Seksi Ketenteraman dan Ketertiban.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai

fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional
SeksiKetenteraman dan Ketertiban;

b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi
Ketenteraman danKetertiban;

c. pengumpulan dan pengolahan data Seksi Ketenteraman dan
Ketertiban;

d. pelaksanaankoordinasi, integrasi dan sinkronisasisesuai
dengantugasnya;

e. pelaksanaan tugas tambahan ex-officio Kepala Seksi
Ketenteraman dan Ketertiban pada kecamatan sebagai
Kepala Satuan Unit Pelaksana Polisi Pamong Praja; dan

f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian

kinerja Seksi Ketenteraman dan Ketertiban.

Uraian tugas kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban adalah
sebagai berikut:

a.

b.

menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis
operasional Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;

menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan, serta
pengolahan basis data Seksi Ketenteraman dan Ketertiban
sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan;

menyusun dan melaksanakan rencana kerja serta rencana
kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban berdasarkan
sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja
kecamatan;
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d. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dengan
Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Tentara Nasional
Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan
ketenteraman dan ketertiban umum;

e. menyiapkan bahan dan melaksanakan upaya ketenteraman
dan ketertibanumum serta perlindungan masyarakat;

f. melaksanakan penegakan peraturan perundang-undangan
setelah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang
mempunyai tugas dan fungsidi bidang penegakan peraturan
perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik
Indonesia;

g. melaksanakan tugas tambahan ex-officio Kepala Satuan Unit
Pelaksana Polisi Pamong Praja;

h. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dengan
pemuka agama dan tokoh masyarakat yang berada di
wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman
dan ketertiban umum masyarakat;

menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan
partisipasi masyarakat dalam rangka  perlindungan
masyarakat dan pencegahan serta penanggulangan bencana
alam;

menyiapkan bahan dan data organisasi kemasyarakatan,
organisasi politik, organisasi kepemudaan dan lembaga
kemasyarakatan lainnya;

k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian
kinerja dalam lingkup Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;

melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau
lembaga/instansi dalam lingkup tugasnya;

m. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang
tugasnya;

n. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran
pelaksanaan tugasnya;

o. memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk
mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;

p. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf
berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;

q. mengevaluasi pelaksanaan tugas para bawahan melalui
penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui
prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya
tindak lanjut;

r. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang
diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang
benar;

s. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis,
berkala atau sesuaikebutuhan kepada pimpinan;
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t. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan
sesuai bidangtugasnya; dan

u. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuaidengan bidang tugasnya.

Bagian Kedelapan
Seksi Pelayanan

Pasal 11

Seksi Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai
tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional,
menyusun dan melaksanakan rencana kerja SeksiPelayanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala seksipelayanan mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional
SeksiPelayanan;

b. penyusunan dan  pelaksanaan rencana kerja  Seksi
Pelayanan;

c. pengumpulan dan pengolahan data Seksi Pelayanan;

pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasisesuai
dengantugasnya; dan

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian
kinerja SeksiPelayanan.

Uraian tugas kepala Seksi Pelayanan adalah sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis
operasional Seksi Pelayanan;

b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan, serta
pengolahan basis data Seksi Pelayanan sebagai bahan
penyusunan rencana kegiatan;

c. menyusun dan melaksanakan rencana kerja serta rencana
kegiatan Seksi Pelayanan berdasarkan sasaran, kebijakan
teknis, strategi dan program kerja kecamatan;

d. menyiapkan bahan dan teknis penyelenggaraan Pelayanan
Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);

e. melaksanakan pemeliharaan prasarana dan sarana tempat
pelayanan untuk kenyamanan dan kepuasan masyarakat;

f. melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan
Minimal (SPM);

g. menyiapkan bahan dan melaksanakan survei indek kepuasan
masyarakat;

h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian
kinerja dalamlingkup Seksi Pelayanan;
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i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain
dan/ataulembaga/instansi dalam lingkup tugasnya;

j- mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang
tugasnya;

k. memberi petunjuk  kepada staf untuk  kelancaran
pelaksanaan tugasnya;

. memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk
mengetahuikesesuaiannya dengan rencana kerja;

m. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf
berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;

n. mengevaluasi pelaksanaan tugas para bawahan melalui
penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui
prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya
tindak lanjut;

o. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang
diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang
benar;

p- melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala
atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;

q- memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan
sesuai bidang tugasnya; dan

r. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kesembilan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan
sebagian kegiatan Kecamatan secara profesional berdasarkan
disiplin ilmu dan keahliannya serta disesuaikan dengan
kebutuhan.

Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada
Camat.

Pasal 13

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12, terdiri atas sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam
jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai
kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dapat dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional
senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di
lingkungan kecamatan.
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Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditentukan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.

Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (3), diatur sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
TATA KERJA

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 14

Hal-hal yang menjadi tugas Camat merupakan satu kesatuan
yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan.

Camat baik secara teknis operasional maupun teknis
administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan
tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan
Perangkat Daerah/Instansi lain yang berkaitan dengan
fungsinya.

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan kecamatan
untuk menyelenggarakan tugasnya wajib menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan kecamatan,
wajib memimpin, memberikan bimbingan dan petunjuk
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengendalian staf.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 15

Camat wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan
tugasnya secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah.

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan kecamatan
mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung
jawab kepada pimpinannya masing-masing serta menyampaikan
laporan tepat pada waktunya.

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi
dari staf wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan
pertimbangan lebih lanjut.

Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya,
berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
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Bagian Ketiga
Hak Mewakili
Pasal 16

(1) Sekretaris mewakili Camat apabila Camat berhalangan dalam
menjalankan tugasnya.

(2) Dalam hal Sekretaris berhalangan, Camat dapat menunjuk salah

seorang Kepala Seksi berdasarkan senioritas dan
kepangkatannya.
BAB IV
KEPEGAWAIAN
Pasal 17

(1) Camat diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pejabat di lingkungan kecamatan selain sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang
berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 18

Pembiayaan Kecamatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Garut.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan
Bupati Garut Nomor 76 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan
Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten
Garut Tahun 2016 Nomor 76), dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 20
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Garut.
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2.1.2 Struktur Organisasi Kecamatan Banjarwangi

Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan
Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut, Struktur Organisasi
Kecamatan Banjarwangi Kabupaten Garut terdiri dari:

1) Camat;
Camat membawabhi:
a.Sekretariat;
b.Seksi Pemerintahan;
c.Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
d.Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
e.Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
f.Seksi Pelayanan;dan
g.Kelompok Jabatan Fungsional.

2) Sekretaris Kecamatan, membawabhi:
1. Subbagian Umum, Evaluasi dan Pelaporan; dan
2. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah.

3) Seksi - Seksi, terdiri dari:
1. Seksi Pemerintahan;
2. Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
4. x Seksi Ketenteraman dan Ketertiban; dan
5. Seksi Pelayanan.

4) Kelompok Jabatan Fungsional.

(PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN BANJARWANGI )
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Bagan struktur organisasi Kecamatan Banjarwangi adalah sebagai berikut :

PERATURAN BUPATI GARUT

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
NOMOR 27 TAHUN 2016

KECAMATAN KABUPATEN GARUT

KETERANGAN :

= GARIS KOMANDO/PEMBINAAN
= GARIS KOORDINASI

(PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN BANJARWANGI ) 37
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BAGAN 2.1
STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH KECAMATAN BANJARWANGI
PERBUP No.27 TAHUN 2016
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CAMAT
Bambang Hernowo,S.STP.M.Si
NIP. 197904291993111002

SEKRETARIS KECAMATAN

Depi Kuspia, S.Pd
NIP. 1966111992031005

SUB BAGIAN KEUANGAN DAN SUB BAGIAN UMUM
BARANG MILIK DAERAH PERENCANAAN EVALUASI DAN
PELAPORAN
NIP. Hikmat Sutaniji. S.Sos
NIP. 19741122202121001

FUNGSIONAL MASYARAKAT MASYARAKAT DAN DESA KETERTIBAN UMUM

UMUM Holis HidayatS.IP Yusep Sudarto. SE Ujang Suryana,S.Sos Dangdang Kuswandi Dani Rahadian Wahyu.S.Sos
NIP. 196602051990031005 NIP. 197909192009011013 NIP. 196712011987031004 NIP. 197803072007011018 NIP. 19740512007011017

ANIJARWAN
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2.2. Sumber Daya Kecamatan Banjarwangi
2.2.1.Kondisi Geografis
Kecamatan Banjarwangi Mempunyai luas wilayah sekitar 23,18
Km?2 atau 2.318 Ha, dengan memiliki ketinggian antara 600-700 meter
dari permukaan air laut. Secara administratif Kecamatan Banjarwangi
membawahi 11 Desa, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1
Nama Desa dan Luas Wilayah di Kecamatan Banjarwangi

No Nama Desa/ Kelurahan Luas Wilayah ( Km?)
1 | Banjarwangi 2.04
2 | Kadongdong 3.20
3 | Wangunjaya 2.33
4 | Padahurip 2.42
5 | Bojong 2.19
6 | Dangiang 3.58
7 | Jayabakti 3.16
8 | Tanjungjaya 4.76
9 | Wangunjaya 3.21
10 | Talagajaya 3.11
11 | Mulyajaya 3.26

Sumber : Kecamatan Banjarwangi Dalam Angka 2020

Gambar 2.1
Peta Umum Kecamatan Banjarwangi

tempuh, ketinggian dari permukaan laut, curah hujan dan letak
geografis desa adalah sebagai berikut :

(PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN BANJARWANGI )
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1. Luas Tanah menurut penggunaan sebagai berikut :

1) Lahan Sawah, bahwa dari 1.288,00 Ha diketahui bahwa sawah
pengairan teknis seluas 450,80 Ha, irigasi 2 teknis 193,20 Ha,
sawah tadah hujan 296,24 Ha, irigasi sederhana 244,72 Ha dan
sawah pasang surut 103,04 Ha.

2) Bukan Lahan Sawah, bahwa dari 1.030,00 Ha diketahui bahwa
pekarangan seluas 61,19 Ha, tegalan/kebun 52,45 Ha, ladang
huma 21,86 Ha, Ladang Penggembalaan 10,20 Ha, kolam 10,14
Ha, Tanah Gambut 2,86 Ha, Hutan Wisata 4,26 Ha, dan lain-lain
867,04 Ha.

Untuk lebih jelasnya luas tanah menurut penggunaan dapat
dilihat pada tabel beikut ini :

Tabel 2.2
Luas Tanah Menurut Penggunaan
Luas Lahan Sawah Luas Lahan Bukan Sawah
Irigasi Teknis : 450,80 Ha a.| Pekarangan |: 61,19 Ha
Irigasi % Teknis | : | 193,20 Ha | |b.| cg&lan/ 52,45 Ha
Kebun
Sawah Tadah .| 206,24 Ha| | c |L2dane/ : 21,86 Ha
Hujan Tanah Huma
Irigasi Sederhana | : 244,72 Ha d. Ladang Peng : 10,20 Ha
gembalaan
Sawah Pasang 103,04 Ha | | e.| E0PANE/ |, 10,14 Ha
Surut Kolam
Tanah
f. : H
Gambut 2,86 Ha
Hutan
. 4,20 H
& | Wisata ,26 Ha
h.| Lain-Lain : 867,04 Ha
Jumlah : 1.288,00 Ha Jumlah :| 1.030,00 Ha

Sumber : Kecamatan Banjarwangi Dalam Angka 2020

(PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN BANJARWANGI )
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2. Jarak dan Waktu Tempuh
a. Jarak dan Waktu Tempuh dari Kantor Kecamatan :

Ke Desa terdekat
Ke Desa terjauh

O Luas Lahan Sawah

@ luas Bukan Lahan Sawah

: £ 500 Mtr, waktu tempuh + 20 menit
1+ 17 Km, waktu tempuh * 30 menit

Ke Ibu Kota Kabupaten: + 47 Km, waktu tempuh * 180 menit

Ke Ibu Kota Provinsi
menit

: £ 100 Km, waktu tempuh + 3 jam 30

b.Jarak dan waktu tempuh di Kecamatan Banjarwangi tahun 2020
dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 2.3

Jarak dan Perkiraan Waktu Tempuh Yang Digunakan dari Desa

di Kecamatan Banjarwangi Tahun 2020

Kantor Jarak dari Desa ke
ne Kelurahan/Desa Kecamatan Kabupaten
(1) (2) (3) 4

1 Banjarwangi 500 mtr 47 km
2 Kadongdong 1 km 46 km
3 Wangunjaya 2 km 46 km
4 Padahurip 1 km 45 km
5 Bojong 2 km 45 km
6 Dangiang 3 km 44 km
7 Jayabakti 3 km 44 km
8 Tanjungjaya 17 km 30 km
9 Wangunjaya 2 km 45 km
10 | Talagajaya 2 km 45 km
11 Mulyajaya 2 km 45 km

Sumber : Kecamatan Banjarwangi Dalam Angka 2020
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2.2.3. Sumber daya Manusia
Kecamatan Banjarwangi dalam melaksanakan tugasnya
didukung oleh pegawai sebagai berikut :

Tabel 2.12
Jumlah Pegawai Pada Kecamatan Banjarwangi Tahun 2020
Berdasarkan Status Kepegawaian

NO STATUS KEPEGAWAIAN JUMLAH
Pegawai Negeri Sipil (PNS) 9
Tenaga Kontrak Kerja (TKK) 3
Tenaga Kerja Sukrelawan (TKS) S

JUMLAH 17
Grafik 2.12

Jumlah Pegawai Pada Kecamatan Banjarwangi Tahun 2021
Berdasarkan Status Kepegawaian

OPNS @ETKK

aTKS

1. Pejabat Eselonering

Tabel 2.13
Susunan Pegawai Pada Kecamatan Banjarwangi Tahun 2021
Berdasarkan Eselonering

NO ESELON JUMLAH
1 III a 1
2 b 1
3 IV a S
4 IVb 1
JUMLAH 8

(PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN BANJARWANGI )
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Grafik 2.13
Susunan Pegawai Pada Kecamatan Banjarwangi Berdasarkan Eselonering

Ollla @b

Oliva Olivb

2. PNS Pada Kecamatan Banjarwangi Berdasarkan Kualifikasi
Pendidikan

Tabel 2.14
PNS Pada Kecamatan Banjarwangi Tahun 2020
Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

NO KUALIFIKASI PENDIDIKAN JUMLAH
1 S 2 1
2 S1 6
3 SMA /Sederajat 6
JUMLAH 13
Grafik 2.14

PNS Pada Kecamatan Banjarwangi Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

os2

sl

O SMA/Sederajat

3. PNS Pada Kecamatan Banjarwangi Berdasarkan Jenis Kelamin
Tabel 2.15
Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Jenis Kelamin

NO JENIS KELAMIN JUMLAH
Laki-laki 17
2 | Perempuan 1
JUMLAH 18

(PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN BANJARWANGI )
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Grafik 2.15
PNS Pada Kecamatan Banjarwangi Berdasarkan Jenis Kelamin

O Laki-Laki

B Perempuan

4. PNS Pada Kecamatan Banjarwangi Berdasarkan Golongan/Ruang

Tabel 2.16
Pegawai Negeri Sipil (PNS) Sekretariat Daerah Berdasarkan
Golongan/Ruang
NO GOLONGAN/RUANG JUMLAH
1 | Pembina, IV.a 2
2 | Pembina, IV.b 0
3 | Penata TK.L.III.d 2
4 | Penata, III/c 2
5 | Penata Muda Tk. LIII/b 1
6 | Penata Muda ,III/a 0
7 | Pengatur Muda Tk. [, II/b 1
JUMLAH 8
Grafik 2.16
Pegawai Negeri Sipil (PNS) Sekretariat Daerah Berdasarkan
Golongan/Ruang

mIV/a ®mli/d  ml/c

Blil/o ®@il/a  \@l/b

2.2.4. Sarana Prasarana
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan
Banjarwangi Kabupaten Garut di tunjang dan di dukung oleh sarana
dan prasarana sebagai berikut :
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Tabel 2.18
Jumlah Kendaraan Dinas
No Baralt\ilar;l? enis Nomor Merk/Type Bahan Tahun
Urut & Register P Pembelian
Barang
1 2 3 4 S 6
1 Sepeda Motor 0001 Honda Win Bensin 2006
2 Sepeda Motor 0001 VEGA R Bensin 2008
3 Sepeda Motor 0001 Revo Bensin 2009
4 Minibus Avansa 0001 Toyota/New Rush Bensin 2013
M/T
5 Sepeda Motor 0001 Yamha Vixion Bensin 2011
H Vi
6 Sepeda Motor 0001 onda ?ggrt trea Bensin 2015
7 Sepeda Motor 0002 Kawazaki KLX FI Bensin 2017

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Banjarwangi

Kinerja pelayanan kecamatan erat kaitannya dengan tugas dan
fungsi Kecamatan sebagaimana diatur pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat
(2) Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Garut.

Kinerja pelayanan Kecamatan Banjarwangi Kabupaten Garut
diukur dari tercapainya indikator kinerja sasaran yang telah
ditetapkan. Pengukuran ini dilakukan untuk melihat tingkat kinerja
Kecamatan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya.
Apabila target dari indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan
dalam dokumen perencanaan strategis dapat dicapai, maka kinerja
pelayanan Kecamatan Banjarwangi Kabupaten Garut dapat
dikategorikan baik. Pencapaian indikator kinerja periode 2014-2019
dan 2019-2024 secara ringkas ditunjukkan pada Tabel T-C.23 dan T-
C.24 dibawah ini:
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Tabel T.C.23.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Banjarwangi Tahun 2014-2019
Kabupaten Garut
(Sebelum Perubahan)

Indikator Kinerja

Target Renstra Perangkat

Sesuai Tugas dan | Target | Target Ta}rget Daerah Tahun Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian Pada Tahun
NOI pungsi Perangkat | NSPK | 1kk [ ndikator
v gDaerahg Lainnya |2015 (2016|2017 |2018 |2019 |2015 |2016 |2017 |2018 |2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |2019
(1) (2) (3) (4) (9) © [ (M | (8 9) | (10) | (A1) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (A7) | (18) | (19) | (20)
| | Indeks Kepuasan 80% |85% | 90% | 95% |100% | 80% | 85% | 90% | 95% |100% | 100% | 100% | 100% | 100% |100%
Masyarakat
Terpenuhinya Dokumen
Laporan
2 | Penyelenggaraan 80% | 85% | 90% | 95% |100% | 80% | 85% | 90% | 95% |100% | 100% | 100% | 100% | 100% |100%
Pemerintah yang
berkualitas
3 | Cakupan Pegawai yang 80% | 85% | 90% | 95% | 100% | 80% | 85% | 90% | 95% |100% | 100% | 100% | 100% | 100% |100%
mengisi dapat hadir
Cakupan Pegawai yang
4 | memakai seragam 80% | 85% | 90% | 95% |100% | 80% | 85% | 90% | 95% |100% | 100% | 100% | 100% | 100% |100%
dengan kelengkapannya
Cakupan pegawai yang
5 | terampil dalam 80% | 85% | 90% | 95% |100% | 80% | 85% | 90% | 95% |100% | 100% | 100% | 100% | 100% |100%
pelaksanaan pelayanan
publik
Tersusunan Rencana
6 | Pembangunan Tahunan 80% | 85% | 90% | 95% |100% | 80% | 85% | 90% | 95% |100% | 100% | 100% | 100% | 100% |100%

Kecamatan (RPTK)
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Tabel T.C.23.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Banjarwangi Tahun 2019-2024

Kabupaten Garut
(Setelah Perubahan)

Indlka'tor Kinerja Target Target Renstra Perangkat Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian Pada Tahun
Sesuai Tugas dan |Target | Target ) Daerah Tahun
NO Pungsi Perangkat | NSPK | IKK | "dikator
gDaerahg Lainnya (2020 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 |2021 |2022 [2023 2024 | 2020 |2021 [2022 2023 2024
(1) (2) (3) (4) (5 © | (1) | (8 | (9 | (A0) | (11) | (12) | (13) | (14 | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20)
1 | Nilai SKM 81 |81,5| 82 |82,5 | 83 |81,75 100,93%
Nilai Sinergitas
2 Kinerja Kecamatan n/a | 65 70 & 80 n/a n/a
Tingkat Partisipasi
3 | Masyarakat Dalam n/a | 85 90 95 100 | n/a n/a
Pembangunan
4 Nilai SAKIP CC | CC | CC CcC CC CcC 92,00%
Kecamatan
KETERANGAN :

Berdasarkan tabel T.C.23 setelah perubahan dapat dilihat bahwa pada tahun 2020, indikator kinerja rasio capaian yang melebihi 100%
adalah indikator kinerja Nilai SKM yaitu 100,93% sedangkan indikator kinerja yang capaiannya 100% adalah Nilai SAKIP Kecamatan.
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Tabel T-C.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Banjarwangi Tahun 2014 - 2019
Kabupaten Garut
Sebelum Perubahan

URAIAN

Anggaran Pada Tahun

Realisasi Anggaran Pada Tahun

Rasio Antara Realisasi dan Anggaran

Tahun

Rata-rata
Pertumbuhan

2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

Anggaran

Realisasi

(1)

(2)

(3)

“4)

)

(6)

(7)

(8)

(&)

(19)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran

207.531.271

232.605.398

288.750.138

289.726.023

339.785.614

187.531.271

104.596.571

171.243.100

175.703.000

259.749.200

90%

45%

59%

61%

76%

6%

34%

Program Peningkatan
sarana dan
Prasarana Kantor

146.104.700

348.594.350

229.179.052

344.222.258

221.433.782

130.861.200

235.349.300

200.837.000

176.246.000

108.099.800

90%

68%

88%

51%

49%

54%

-25%

Program Peningkatan
Disiplin Aparatur

20.667.100

22.733.810

25.007.191

27.507.910

30.258.701

20.667.100

13.252.000

11.500.000

100%

58%

0%

42%

0%

5%

25%

Program Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur

11.633.000

12.796.300

29.936.630

15.483.523

17.031.875

11.633.000

29.333.900

10.000.000

100%

0%

98%

65%

0%

5%

-37%

Program Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan
Keuangan

12.857.000

2.988.001

5.000.000

12.857.000

2.988.001

5.000.000

0%

0%

100%

100%

100%

-52%

107%

Program Peningkatan
Pelayanan kepala
daerah/ wakil kepala
daerah

17.770.000

19.547.000

215.017.000

23.651.870

26.017.057

17.770.000

6.354.000

15.544.000

100%

33%

7%

0%

0%

5%

67%

Program Penunjang
Kegiatan Kecamatan

8.644.000

4.596.000

8.644.000

4.596.000

0%

0%

0%

100%

100%

-27%

37%

Program
Penyelenggaraan
Tugas Pemerintah
Umum Tingkat
Kecamatan

16.736.000

128.518.000

23.252.000

22.900.000

16.736.000

128.518.000

23.252.000

22.900.000

0%

100%

100%

100%

100%

177%

-64%

JUMLAH

403.706.071

653.012.858

929.265.011

735.475.585

667.023.029

368.462.571

376.287.871

558.333.000

408.333.001

400.345.000

60%

38%

57%

65%

53%

22%

18%
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Tabel T-C.24

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Banjarwangi Tahun 2019 - 2024

Kabupaten Garut
Setelah Perubahan

URAIAN Anggaran Pada Tahun Realisasi Anggaran Pada Tahun Rasio Antara ReTai}lISj: dan Anggaran Pe}:ta:zgi?an
2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 |2021 (2022 |2023 2024 Anggaran |Realisasi
(1) @) &) (“4) (5) (6) (7) ) 9 (10) (11) (12) 1 (13) | (14 | (19) (16) (17) (18)

Program Pelayanan 169.982.600 n/a n/a n/a n/a 167.027.639

. X 98,26
Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan 422.539.800 n/a n/a n/a n/a 409.741.700
sarana dan Prasarana 96,97
Kantor
Program Penyelenggaraan  |104.644.600 n/a n/a n/a n/a 103.444.600
Tugas Pemerintah Umum 98,85
Tingkat Kecamatan
Program Penunjang Urusan n/a 2.030.999.470 |5.428.332.959 [2.264.392.025 (2.490.831.227 n/a n/a
Pemerintahan Daerah
Kabupaten/ Kota
Program Penyelenggaraan n/a 136.445.600 160.392.100 176.431.310 194.074.441 n/a n/a
Pemerintahan Dan
Pelayanan Publik
Program Pemberdayaan n/a 32.515.900 35.767.490 39.344.239 43.278.663 n/a n/a
Masyarakat Desa Dan
Kelurahan
Program Koordinasi n/a 141.681.000 | 155.849.100 | 171.434.000 n/a n/a
Ketentraman Dan 188.577.400
Ketertiban Umum
Program Penyelenggaraan n/a 100.080.910 200.000.000 200.000.000 n/a n/a
Urusan Pemerintahan 200.000.000
Umum
Program Pembinaan Dan n/a 21.683.000 26.755.300 29.430.830 32.373.913 n/a n/a
Pengawasan Pemerintahan
Desa

JUMLAH 629.203.500 | 2.418.130.860 |2.398.752.952 |3.623.591.780 [3.623.591.780 | 629.203.500 97,57

Keterangan : Berdasarkan tabel T.C.24 (setelah perubahan) di atas dapat dilihat bahwa rasio antara realisasi dan anggaran pada tahun
anggaran 2020 sebear 97,57%.
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1.4.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tantangan yang dihadapi kondisi saat ini dalam peningkatan
kualitas penyelenggaraan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan,
ketentraman dan ketertiban, pendidikan dan ketentuan serta soail
dan kesejahteraan rakyat yang belum secara signifikan disebabkan
adanya beberapa tantangan dan permasalahan pokok antara lain:

1. Pergeseran status dan kedudukan camat dari kepala wilayah
sebagaimana Undang-undang Nomor S5 Tahun 1974 menjadi
perangkat daerah sebagaimana Undang Undang Nomor 23 Tahun
2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 telah
mengurangi bahkan menghilangkan sebagian besar otoritas
camat, otoritas camat saat ini berkisar pada fungsi-fungsi
pelayanan yang berasal dari pelimpahan wewenang dari Bupati.

2. Masih rendahnya kualitas sumberdaya aparatur kecamatan baik
dari segi pendidikan maupun keahlian sehingga ada kesan
pegawai kecamatan adalah pegawai kelas 2 dengan kemampuan di
bawah dinas tingkat kabupaten.

Pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, ketentraman dan
ketertiban, pendidikan dan Kebudayaan serta sosial dan
kesejahteraan rakyat ke depan dituyjukan untuk mewujudkan
penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis pelayanan kepada
masyarakat melalui peningkatan kinerja instansi kecamatan menuju
pelayanan  prima melaksanakan pelayanan pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan secara sistematis, terarah,
terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.

Dalam kurun waktu lima tahun kedepan, dengan
mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Kecamatan
diharapkan dapat lebih responsif, kreatif dan inovatif agar mampu
menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan
penyelenggaraan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan,
ketentraman dan ketertiban, pendidikan dan kebudayaan serta sosial
dan kesejahteraan rakyat yang berkualitas dengan mengedepankan
pelayanan kepada masyarakat. Untuk mewujudkan harapan tersebut,
maka peluang yang ada antara lain :
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a) Meningkatnya kualitas dan kapasitas Sumber Daya Aparatur
kecamatan terhadap penguasaan keahlian (skilll administratif
maupun fungsional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi
kecamatan.

b) Proses dan  mekanisme  penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan di tingkat kecamatan berjalan
tepat waktu sesuai dengan rencana kegiatan yang telah
ditetapkan.

c) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

d) Meningkatnya keoordinasi diantara instansi sektor kecamatan
maupun dengan SKPD tingkat kabupaten.

e) Meningkatnya kapasitas kelembagaan sebagai SKPD dengan
didukung oleh kebijakan dan penganggaran dengan harapan dapat
meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi
kecamatan.

f) Optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya melalui
penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan
komunikasi.

Faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Succes Factors)
merupakan faktor yang penting dalam penetapan keberhasilan Kantor
Kecamatan Banjarwangi. Hal ini disebabkan faktor-faktor kunci
keberhasilan tersebut mnjadi landasan organisasi dalam menetapkan
tujuan, sasaran dan aktivitas kegiatan sehingga lebih menghemat
waktu, biaya dan tenaga. Untuk menentukan faktor-faktor penentu
keberhasilan ini melalui tahap-tahap yang harus dilakukan sebagai
berikut :

a. Refleksi Organisasi

Refleksi organisasi adalah tindakan yang dilakukan untuk
mendapatkan Analisis Lingkungan Internal (ALI) dan Analisia
Lingkungan External (ALE). Untuk itu Kecamatan Banjarwangi perlu
mengetahui kondisi-kondisi elemen internal organisasi yang sifatnya
controllable (dapat dikuasai)

(PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN BANJARWANGTI )
KABUPATEN GARUT



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS | .\ roow o000 000,
(RENSTRA)

yang berguna untuk mengetahui faktor kekuatan dan
kelemahan organisasi serta mengenal kondisi-kondisi elemen external
organisasi yang sifatnya uncontrollable (yang relatif kurang dikuasai)
yang berguna untuk mengetahui faktor peluang dan ancaman dengan
menggunakan pendekatan analisis Strengths (kekuatan), Weaknesses
(kelemahan) Opportunities (peluang) dan Threats (ancaman) atau
disingkat dengan analisis SWOT. Analisis SWOT ini dimaksudkan
untuk menentukan tingkat urgensi dan dampak potensial serta skala
prioritasnya. Dengan pencermatan (scanning) terhadap lingkungan
organisasi dapat diidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan
ancaman Kantor Kecamatan Banjarwangi seperti tabel berikut :

Tabel. 2.20
Analisis SWOT
Kekuatan ( Strengths) Kelemahan ( Weaknesses )

1. Jumlah pegawai yang memadai |1. Kualitas SDM kurang
2. Sebagai SKPD memiliki sebagian 2. Minimnya alokasi anggaran

kewenangan Bupati 3. Sarana prasarana kantor kurang
3. Uraian tugas yang jelas memadai
4. Adanya pedoman dan juknis 4. Motivasi kerja pegawai kurang
5. Kesadaran akan Tupoksi | (naik turun)

masing-masing 5. Rendahnya kinerja sebagian
6. Memiliki 11 Desa aparat pemerintah Kecamatan dan

Desa
Peluang ( Opportunities ) Ancaman ( Threats)

1. UU No. 23 Tahun 2014. 1. Kondisi geografis yang kering dan
2. Adanya Kebijakan Pemerintah demografis (jumlah penduduk)

Kabupaten yang mendukung yang besar

pemberdayaan kecamatan 2. Prilaku masyarakat belum
3.Janji kampanye Bupati dan mendukung program

Wakil Bupati Terpilih. 3. Masih tingginya keluarga miskin
4. Adanya peran swasta dalam |4.Jalur propinsi sehingga rawan

pembangunan daerah kamtibmas dan kecelakaan
5. Kemajuan teknologi 5.Rendahnya kualitas dan kinerja
6. Potensi SDA yang belum tergali sebagian aparat pemerintah

Kecamatan dan Desa
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Maka dari itu guna mencapai visi dan misi organisasi strategi
yang sesuai adalah strategi aggresive artinya organisasi harus lebih
produktif dalam melaksanakan ativitasnya, oleh karena itu diperlukan
kekuatan yang cukup besar untuk menangkap peluang yang belum
sepenuhnya tergali dan terkelola.

b. Penentuan Isu Strategis

Tahap berikutnya berdasarkan ALI dan ALE tersebut ditentukan
strategi yang tepat untuk menjadi critical succes faktor dengan
membagi kedalam 4 strategi dengan mempertimbangkan posisi Kantor
Kecamatan Banjarwangiyang dalam uraian diatas lebih cocok
menerapkan strategi aggresive, adapun strategi tersebut adalah
sebagai berikut :
a) Strategi SO (mengoptimalkan kekuatan untuk menangkap

peluang)

1. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada untuk
memberikan pelayanan dan mendukung tugas pokok dan fungsi
dan rpogram gubernurdan Bupati

2. Memanfaatkan/menerapkan kemajuan teknologi

3. Mengoptimalkan fungsi pegawai yang ada untuk melaksanakan
Tupoksi

4. Menggunakan pedoman dan juknis menjadi kebijakan
pemerintah Kabupaten.

5. Memanfaatkan uraian tugas/kewenangan yang jelas untuk
mendukung kebijakan pemda dan otonomi daerah.

6. Memanfaatkan peran swasta untuk melengkapi sarana dan
prasarana serta menggali potensi SDA yang ada.

7. Mengembangkan kemampuan pegawai untuk memanfaatkan
teknologi yang canggih.

8. Mengoptimalkan kinerja 11 Desa untuk memanfaatkan janji
kampanye bupati dan wakil bupati dalam membanguan daerah.

b) Startegi ST (Memanfaatkan Kekuatan Untuk Menghadapi
Ancaman)
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d)

1. Memanfaatkan jumlah pegawai yang memadai untuk mengatasi
rendahnya kwalitas aparat Pemerintahan Kecamatan dan Desa.
2. Memanfaatkan Pedoman dan Juknis serta kesadaran akan
tupoksi untuk meningkatkan koordinasi antar Instansi/daerah
3. Memanfaatkan jumlah pegawai yang memadai sarana dan
prasarana serta didukung adanya pedoman dan juknis untuk
mengubah prilaku masyarakat dalam mendukung program dan

menurunkan angka kemiskinan.

Strategi WO (Memanfaatkan peluang untuk meminimalkan

kelemahan)

1. Memanfaatkan janji kampanye bupati dan wakil bupati untuk
meningkatkan jumlah anggaran dalam wupaya melengkapi
sarana prasarana kantor

2. Meningkatkan kualitas SDM dalam rangka mendukung
kebijakan Pemkab dan otonomi daerah.

3. Meningkatkan kualitas SDM dengan memanfaatkan kebijakan
Pemkab dan bintek yang ada

4.Perlu ada  kebijakan pemkab untuk  meningkatkan
kesejahteraan, meningkatkan SDM yang berkualitas, motivasi
kerja dan peninkatan alokasi anggaran.

5. Kembangkan sistim informasi manajemen pelayanan dengan
memanfaatkan kemajuan teknologi.

Strategi WT (Meminimalkan kelemahan untuk menghindari
ancaman)

Mengoptimalkan SDM dan sarana prasarana yang ada untuk
menghadapi dan mengatasi permasalahan/ ancaman.
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BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi
Pelayanan Perangkat Daerah

Berbagai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan
kemasyarakatan bahkan pelayanan administrasi maupun pelayanan
kependudukan harus dilaksanakan oleh kecamatan, meskipun di
tingkat kecamatan telah ada UPT/UPTD tetapi pelaksanannya tidak
dapat berdiri sendiri harus senantiasa koordinasi dengan pihak
kecamatan. Setiap muncul permasalahan di lapangan yang mendapat
penilaian lebih dulu adalah pihak kecamatan ( Camat ). Mengenai
kewenangan, tugas pokok dan fungsi, kondisi SDM aparatur dan
sarana prasarana telah diuraikan pada bab sebelumnya, selain
memfasilitasi dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan yang
dilaksanakan oleh SKPD lain yang melaksanakan kegiatan di wilayah
Kecamatan Banjarwangi.

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan
oleh Kecamatan Banjarwangi Kabupaten Garut yang berkaitan dengan
pelayanan kepada Kepala Daerah dan Masyarakat dapat diidentifikasi
3 (tiga) klasifikasi permasalahan pelayanan Kecamatan Banjarwangi,
yaitu permasalahan pada kebijakan, Program Kegiatan dan
kebutuhan teknis operasional.

Adapun identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan
fungsi Kecamatan Banjarwangi sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya peningkatan kualitas pelayanan Publik pada
Kecamatan termasuk Desa,

2. Belum optimalnya capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan

3. Belum maksimalnya evaluasi Sistem Pengendalian Internal
Pemerintahan (SPIP)

4. Peraturan yang ada belum semuanya memenuhi kebutuhan
masyarakat

5. Belum Optimalnya penataan ketatalaksanaan pelayanan publik

Belum Optimalnya penataan kelembagaan dan perangkat desa

7. Belum optimalnya penanganan permasalahan perekonomian dan
kesejahteraan sosial masyarakat.

o
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Untuk lebih jelasnya tentang pemetaan permasalahan untuk
penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, dapat dilihat
pada tabel T-B.35 di bawah ini :

Tabel T-B.35.

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas
dan Sasaran Pembangunan Daerah

No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
1 | Belum Optimalnya Kualitas SDM dan Belum meratanya
peningkatan kualitas Sarana Prasarana kemampuan SDM
pelayanan Publik pada Pelayanan Belum dan Sarana
Kecamatan termasuk Optimal Prasarana Pelayanan
Desa di tiap desa
2 | Belum optimalnya Pelaksanaan program Penyerapan
capaian kinerja dan kegiatan masih ada | anggaran yang belum
penyelenggaraan yang belum sesuai 100%
Pemerintahan rencana
3 | Belum maksimalnya Sistem Pengendalian Belum semua
evaluasi Sistem Internal Pemerintahan | pegawai memahami
Pengendalian Internal (SPIP) belum optimal Sistem Pengendalian
Pemerintahan (SPIP) Internal
Pemerintahan (SPIP)
4 | Peraturan yang ada Masih adanya Lemahnya
belum semuanya kebutuhan masyarakat | pemahaman
memenuhi kebutuhan yang belum tertuang masyarakat terhadap
masyarakat dalam Peraturan peraturan yang ada
5 | Belum Optimalnya Penataan Keterbatasan sarana
penataan ketatalaksanaan dan prasarana
ketatalaksanaan pelayanan publik belum | penunjang pelayanan
pelayanan publik seluruhnya sesuai publik
dengan peraturan
perundang-undangan
6 | Belum Optimalnya Kualitas SDM Lemahnya
penataan kelembagaan kelembagaan dan pemahaman lembaga
dan perangkat desa perangkat desa yang dan perangkat desa
belum merata terhadap regulasi
yang ada
7 | Belum optimalnya Sulitnya membuka Keterbatasan

penanganan
permasalahan
perekonomian dan
kesejahteraan sosial
masyarakat

lapangan pekerjaan
baru

lapangan pekerjaan
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Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh
Kecamatan Banjarwangi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
yang diemban sebagai organisasi yang Dberperan dalam
penyelenggaraan Pemerintahan, ekonomi dan pembangunan serta
soosial dan kemasyarakan di tingkat kecamatan, maka peningkatan
kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya,
menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Berdasarkan tabel T.B.35 terdapat faktor pendorong dan
penghambat bagi pelayanan di kecamatan Banjarwangi seperti pada
tabel berikut ini :

Tabel 3.1
faktor pendorong dan penghambat bagi pelayanan
di kecamatan Banjarwangi Kabupaten Garut

TAHUN 2019-2024

' Pelayanan Faktor
No Uraian Perangkat
Daerah Penghambat | Pendorong
1 2 3 4 5
1 Program Kegiatan Koordinasi | Kualitas Tersedianya
Penyelenggaraan | Penyelenggaraan SDM dan | anggaran
Pemerintahan Kegiatan Sarana untuk
Dan Pelayanan | Pemerintahan di Prasarana peningkatan
Publik Tingkat Kecamatan | Pelayanan kualitas
Belum SDM dan
Kegiatan Optimal peningkatan
Penyelenggaraan sarana dan
Urusan prasarana
Pemerintahan yang paten
tidak Dilaksanakan
oleh Unit Kerja
Perangkat Daerah
yang ada di
Kecamatan

Selanjutnya Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan
Fungsi Kecamatan Banjarwangi Kabupaten Garut sebagaimana pada
Tabel 3.2 berikut ini :
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Tabel 3.2
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Kecamatan Banjarwangi Kabupaten Garut

Interpretasi Faktor-Faktor Penentu
Bel Keberhasilan

Bidang Indikator © un.1 Permasalahan
No . . Tercapai (<) -

Urusan Kinerja Sesuai (=) Pelayanan SKPD Internal Eksternal (Diluar

Melampaui (>) (Kewenangan Kewenangan
SKPD) SKPD)

1. | Kewilayahan|l. Nilai SKM 1. Meningkatkan| 1. Belum Optimalnya |1. Tindak lanjut 1. Upaya pemenuhan

Indeks peningkatan aturan baru baik kebutuhan SDM
Kepuasan kualitas pelayanan pusat, provinsi
Masyarakat Publik pada maupun
Kecamatan Kabupaten
termasuk Desa
2. Nilai Sinergitas| 2. Meningkatkan| 2. Belum optimalnya |[2. Kewenangan SKPD |2. Tersedianya
Kinerja Nilai capaian kinerja untuk melakukan anggaran untuk
Kecamatan Sinergitas penyelenggaraan koordinasi dan peningkatan
Kinerja Pemerintahan konsolidasi baik kualitas SDM dan
Kecamatan dengan instansi peningkatan
vertical maupun sarana dan
horizontal prasarana
3. Tingkat 3. Meningkatkan| 3. Belum 3. Kewenangan SKPD |3. Dukungan
Partisipasi partisipasi maksimalnya untuk struktur organisasi
Masyarakat masyarakat evaluasi Sistem melaksanakan yang tepat
Dalam dalam Pengendalian fungsi pengawasan
Pembangunan pembangunan| Internal dalam bidang
Pemerintahan penyelenggaraan
(SPIP) pemerintahan
#. Nilai SAKIP 4. Meningkatkan| 4. Peraturan yang ada |4. Upaya 4. Penentuan arah

Kecamatan Predikat belum semuanya Pengembangan dan| perencanaan
SAKIP memenuhi penggalian sumber| pembangunan
Kecamatan kebutuhan daya manusia
masyarakat
. Belum Optimalnya 5. Adanya program
penataan penanganan
ketatalaksanaan permasalahan
pelayanan publik perekonomian dan
kesejahteraan

sosial masyarakat

. Belum Optimalnya
penataan
kelembagaan dan
perangkat desa

6. Semakin
berkembangnya
media informasi

. Belum optimalnya
penanganan
permasalahan
perekonomian dan
kesejahteraan
sosial masyarakat
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Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih

Kecamatan Banjarwangi sebagai bagian dari Pemerintah Daerah
Kabupaten Garut dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengacu
pada Visi dan Misi Kabupaten Garut. Untuk menelaah Rencana
Strategis berikut dikutip pengertian-pengertian dari komponen
Rencana Strategis berdasarkan Pedoman Penyusunan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang
berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.
Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana
instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya
secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif
secara berkesinambungan.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan
oleh instansi pemerintah sebagai penjabaran visi yang telah
ditetapkan, dengan pertanyaan misi diharapkan seluruh anggota
organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan
mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Negara.

Visi Kabupaten Garut adalah Sebagai Berikut :

“TERWUJUDNYA KABUPATEN GARUT YANG BERTAQWA,
MAJU DAN SEJAHTERA”

Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan
kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan
Kabupaten Garut lebih berperan dalam perubahan yang terjadi
dilingkup regional maupun nasional. Pemahanan atas pernyataan Visi
tersebut mengandung makna terjalinnya sinergi yang dinamis antara
masyarakat dengan pemerintah dan seluruh stakecholder dalam
merealisasikan pembangunan Kabupaten Garut secara terpadu,
penjabaran makna dan Visi Kabupaten Garut tersebut adalah sebagai
berikut :

TERWUJUDNYA : Suatu kondisi akhir Kabupaten Garut yang
Beragwa, Maju dan Sejahtera.

(PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN BANJARWANGTI )
KABUPATEN GARUT



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS | .\ roow o000 000,
(RENSTRA)

KABUPATEN GARUT : Suatu Kesatuan Wilayah Masyarakat
dengan segala potensi dan sumber daya
dalam sistim Pemerintahan Kabupaten
Garut.

BERTAQWA : Terwujudnya Masyarakat yang berakhlak
mulia, menjunjung nilai-nilai luhur agama
dan budaya dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
berlandaskan pancasila, diidikasikan
dengan adanya perubahan perilaku dan
budaya dalam lingkungan kehidupan

masyarakat.
MAJU : Terwujudnya Kabupaten Garut sebagai
daerah yang mampu menggali,

memanfaatkan dan mengelola segenap
potensi sumber daya yang dimiliki secara
optimal untuk digunakan dalam proses
pembangunan sehingga masyarakat
memiliki kemampuan dalam membangun
struktur ekonomi yang tangguh dan
pertumbuhan ekonomi yang bernilai tambah
tinggi.

SEJAHTERA : Terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas
dan produktif, menguasai ilmu pengetahuan
dan teknologi serta mampu memainkan
peran dan fungsi sebagai subjek dan objek
dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Agar Visi tersebut dapat mewujudkan dan dapat mendorong
efektifitas dan efesiensi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki,
ditetapkan Misi Kabupaten Garut yang didalamnnya mengandung
gambaran tujuan serta sasaran yang ingin dicapai.

Misi Kabupaten Garut yang dijadikan acuan oleh Kecamatan
Banjarwangi dalam rangka pencapaian Visi Kabupaten Garut Tahun
2019 - 2024 yaitu Mewujudkan pelayanan publik yang profesional
yang amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan
bersih (Misi 2 Janji Kampanye; Misi 4 RPJPD)

Misi II :
Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai
tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih.
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Ditunjang oleh Tujuan Kecamatan, yaitu:
1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

2. Meningkatnya Kualitas

Kecamatan

Dengan Sasaran Kecamatan, yaitu:
1. Meningkatnya kualitas pelayanan di tingkat Kecamatan.
2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat

Kecamatan

W

Tata Kelola

4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan

Telaahan Visi dan Misi

Pemerintahan Tingkat

Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Visi :
Terwujudnya Kabupaten Garut Yang Bertaqwa, Maju Dan Sejahtera
Misi dan Program Faktor
No KDH dan Wakil KDH Permasalahan Pelayanan SKPD
terpilih Penghambat Pendorong

(1) ) @) 4 )

L Misi ke dua Belum Optimalnya Pengetahuan, 1. Adanya Upaya
Mewujudkan peningkatan kualitas Keterampilan, pemenuhan kebutuhan
pelayanan publik pelayanan Publik pada Etos Kerja dan SDM
yang profesional dan Kecamatan termasuk Desa Sumber Daya 2. Tersedianya  anggaran
amanah disertai tata Belum optimalnya capaian Manusia (SDM) untuk peningkatan
kelola pemerintahan kinerja penyelenggaraan masih perlu kualitas SDM dan
daerah yang baik dan Pemerintahan ditingkatkan; peningkatan sarana dan
bersih (Misi 2 Janji Belum maksimalnya Luasm b prasarana
Kampanye) o ya sebaran 3. Dukungan struktur

evaluasi Sistem penduduk dengan Lo tepat
Pengendalian Internal beragam karakter orgarisasi yang tep
Pemerintahan (SPIP) dan budaya; 4. Penentuan arah
II. Program : an budaya; perencanaan
1. Program  Prioritas Peraturan yang ada belum Sarana dan pembangunan
Bupati; semuanya memenuhi prasarana yang 5. Adanya program
2. Program  prioritas kebutuhan masyarakat belum memadai; penanganan
penyelenggaraan Belum Optimalnya . Tata kelola yang permasalahan
urusan penataan ketatalaksanaan dilakukan SKPD perekonomian dan
pemerintahan pelayanan publik masih terdapat kesejahteraan sosial
daerah; keuangan, Belum Optimalnya kelemahan. masyarakat
hibah dan bantuan penataan kelembagaan
sosial; dan perangkat desa
poske kemnan | . Somati
4. Program-program berkembangnya media
yang merupakan Belum optimalnya informasi
upaya  pencapaian penanganan permasalahan
target Indeks perekonomian dan
Pembangunan kesejahteraan sosial
Masyarakat masyarakat
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3.3 Telaahan Terhadap Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67
Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri
Tahun 2020-2024 bahwa Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun
2020-2024 adalah “Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif,
Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat
penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi
dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat,
Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”

Sedangkan Misi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024
yaitu Menetapkan Kebijaksanaan Nasional dan Memfasilitasi
Penyelenggaraan Pemerintahan dalam upaya :

1). Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga
kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta
karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.

2). Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur
pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan
pelayanan publik dan reformasi birokrasi.

3). Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan daerah dan desa, melalui -efektivitas
penyelenggaraan  desentralisasi dan  otonomi  daerah,
penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan
keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak
kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang
efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan,
serta penguatan administrasi kewilayahan dan
penyelenggaraan trantibumlinmas.

Faktor yang merupakan strategi kunci untuk Kantor
Kecamatan Banjarwangi yang harus dipenuhi sebagai berikut :

1. Pegawai belum semuanya mendapatkan diklat teknis
dan fungsional maupun Diklatpim sesuai dengan ketentuan dan
peraturan yang berlaku;

2. Sarana dan prasarana kantor belum terpenuhi
secara keseluruhan;

3. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam
proses perencanan, pembangunan serta pelaksanaan kegiatan
sosial;
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3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis

» Telaah Terhadap RTRW Kabupaten Garut

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis
beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan
berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.
Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama
lindung atau budidaya. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Garut, telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan
untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang
terhadap kebutuhan pelayanan Kecamatan Banjarwangi.

» Telaah Terhadap KLHS Kabupaten Garut

KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis,
menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip
pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi
dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana,
dan/atau program. Kajian ini dimaksudkan untuk memastikan
bahwa pembangunan yang dilaksanakan telah memperhatikan
potensi dampak pembangunan terhadap lingkungan, serta
memenuhi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

KLHS Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 untuk
selanjutnya menjadi dasar dalam mengintegrasikan tujuan
pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen Perubahan
RPJMD Tahun 2019-2024.

Muatan KLHS Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 terfokus
pada 7 (tujuh) isu prioritas sebagai berikut: (1) TPB 4 (Pendidikan
yang Berkualitas); (2) TPB 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan
Ekonomi); (3) TPB 11 (Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan);
(4) TPB 1 (Tanpa Kemiskinan); (5) TPB 6 (Air Bersih dan Sanitasi);
(6) TPB 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera) dan; (7) TPB 15
(Ekosistem Darat).

Pada Dokumen Utama KLHS RPJMD Kabupaten Garut
Tahun 2019 - 2024, terdapat rekomendasi yang didapat dari
analisis terhadap kesenjangan dalam pembangunan berkelanjutan
di Kabupaten Garut. Rekomendasi dari Dokumen Utama KLHS
tersebut diimplementasikan pada Bab 6 (Strategi, Arahan
Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah). TPB Prioritas
dalam KLHS telah tercakup dalam tujuan dan sasaran pada visi
dan misi pembangunan daerah dalam Rancangan Akhir
Perubahan RPJMD Kabupaten Garut. Hal itu pula yang menjadi
dasar di dalam perubahan renstra Kecamatan.
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3.5. Penentuan Isu - Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi
masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu
strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum
menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah
daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis.
Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang
daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat
menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Memperhatikan isu - isu dan permasalahan pembangunan
yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan
menuju good governance and clean government

sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan
daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang
akan dihadapi Kecamatan Banjarwangi pada tahun 2019 - 2024
tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan
Kabupaten Garut secara umum, permasalahan yang dihadapi
antara lain :

1) Pelayanan publik masih belum sesuai dengan harapan Masyarakat

2) Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.

3) Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.

4) Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan
semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.

Secara khusus Permasalahan kewilayahan kecamatan, yaitu
fokus pada pelayanan publik masih belum sesuai dengan harapan
masyarakat. Sedangkan Isu strategis kewilayahan kecamatan, yaitu
Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
baik secara digital maupun pelayanan terpadu.
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BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau
dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan S5 (lima)
tahunan yang ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi
dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis stratejik.
Untuk menggambarkan secara spesifik indikator keberhasilan, maka
dari setiap tujuan tersebut ditetapkan sasarannya dengan dukungan
data kuantitatif, sehingga dapat lebih memudahkan dalam
mengevaluasinya.

Dalam kerangka pengukuran capaian kinerja maka ditetapkan
tujuan yang akan dijadikan tujuan/instrumen pengukuran, dan
indikator tujuan untuk mencerminkan pencapaian tujuan dalam
Rencana Strategis Kecamatan Banjarwangi Kabupaten Garut tahun
2019-2024 adalah sebagai berikut :

» Tujuan dan Indikator Tujuan sebelum Perubahan
e Tujuan :
1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan
amanah
e Indikator Tujuan :
1. Prosentase pelayanan prima

» Tujuan dan Indikator Tujuan setelah Perubahan

e Tujuan:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat

Kecamatan

e Indikator Tujuan :

1. Indeks kepuasan masyarakat

2. Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan
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2.4 Sasaran
Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh
instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur,
dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang
dimaksud dengan indikator sasaran  adalah ukuran tingkat
keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan

pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai
dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing.
Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu
tertentu/tahunan secara berkesinambungan (sustainble) sejalan
dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Dalam kerangka pengukuran capaian kinerja maka pada setiap
sasaran ditetapkan indikator kinerja yang akan dijadikan
sarana/instrumen pengukuran untuk mencerminkan pencapaian
sasaran dalam Rencana Strategis Kecamatan Banjarwangi Kabupaten
Garut tahun 2019-2024 adalah adalah sebagai berikut :

» Sasaran dan Indikator Sasaran sebelum Perubahan
e Sasaran :
1. Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan
2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan

e Indikator Sasaran :
1. Indeks kepuasan masyarakat
2. Prosentase Desa Berkinerja Baik
3. Nilai SAKIP Kecamatan

» Sasaran dan Indikator Sasaran setelah Perubahan
e Sasaran :
1. Meningkatnya kualitas pelayanan di tingkat Kecamatan
2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat
Kecamatan
3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan
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e Indikator Sasaran :
1. Nilai SKM

2. Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan
3. Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan
4. Nilai SAKIP Kecamatan.

Adapun
Banjarwangi Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 secara lengkap tersaji
pada tabel 4.1 berikut ini :

tujuan dan

Tabel 4.1

sasaran jangka menengah Kecamatan

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan
Banjarwangi Kabupaten Garut Tahun 2019-2024
(Sebelum Perubahan)

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN
INDIKATOR
TUJUAN INIDIAROIR 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
NO TUJUAN SASARAN SASARAN SATUAN
1  |Meningkatkan Prosentase Meningkatnya kualitas [Indeks kepuasan Nilai 81 81,5 82 82,5 83
kualitas pelayanan pelayanan prima |Pelayanan Publik di masyarakat
publik yang Kecamatan
iprofesional dan
amanah
Meningkatnya kualitas [Prosentase Desal Persen 80 85 90 95 100
penyelenggaraan Berkinerja Baik
pemerintahan
Nilai SAKIP Predikat C CcC cC BB B
Kecamatan
Tabel 4.1
Rumusan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Kecamatan Banjarwangi Kabupaten Garut Tahun 2019-2024
(Setelah Perubahan)
SATUAN| TARGET KINERJA SASARAN | TARGET KINERJA SASARAN
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN PADA|
PADA TAHUN TAHUN
NO TUJUAN INDIKATOR SASARAN B
TUJUAN SASARAN
2020(|2021|2022|2023|2024|2020(2021 {2022 (2023|2024
1 Meningkatnya Indeks Meningkatnya Nilai SKM Nilai 81 (81,5 82 |82,5| 83 | 81 |81,5| 82 |82,5| 83
kualitas pelayanan kepuasan kualitas pelayanan
publik masyarakat di tingkat
Kecamatan
2  Meningkatnya Persentase Meningkatnya Nilai Sinergitas| Nilai n/a|n/a| 70 | 75 | 80 |n/a| 65 | 70 | 75 | 80
Kualitas Tata Kelola [Hasil Evaluasi [Kualitas Kinerja
Pemerintahan Kinerja Penyelenggaraan Kecamatan
lingkat Kecamatan [Kecamatan Pemerintahan
Tingkat Kecamatan
Meningkatnya Tingkat Persen | n/a|n/a| 90 | 95 | 100 | n/a| 85 | 90 | 95 | 100
Pemberdayaan Partisipasi
Masyarakat Desa/ [Masyarakat
Kelurahan Dalam
Pembangunan
Meningkatnya Nilai SAKIP Predikat | C |C CC |CC [cC |[cCc [cc |cCc BB B
|Akuntabilitas Kecamatan
Kinerja Kecamatan
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BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran
pembangunan yang telah dirumuskan, maka perlu ditindaklanjuti
dengan penyusunan strategi dan arah kebijakan yang akan diterapkan
dan dikembangkan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam
pembangunan daerah tahun 2019-2024 secara efektif dan efisien.
Rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran
Kecamatan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan
pemerintah daerah. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam
sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari
upaya-upaya nyata yang difokuskan pada prioritas-prioritas
pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan.

Perumusan strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk
melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja Perangkat
daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik
internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian,
serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi. Selanjutnya
dirumuskan program perangkat daerah dari masing-masing strategi
untuk mendapatkan program prioritas perangkat daerah.

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang
dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.
Cara atau langkah yang dirumuskan lebih bersifat makro dan
merupakan rangkaian kebijakan. Dalam upaya mencapai tujuan dan
sasaran serta misi yang telah ditetapkan, selanjutnya perlu
dirumuskan strategi yang mengacu pada faktor internal yaitu kekuatan
dan kelemahan serta faktor eksternal yang berupa peluang dan
ancaman yang berasal dari luar lingkungan.

Adapun Strategi Kecamatan yang di integrasikan dengan strategi
pembangunan Kabupaten Garut adalah Penerapan Standar Pelayanan
Publik pada Unit Pelayanan Publik.

Arah kebijakan merupakan rumusan yang merasionalisasi pilihan
strategi agar lebih terarah mencapai tujuan sasaran dalam waktu 5
tahun,
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memiliki fokus berdasarkan Identifikasi permasalahan dan isu
strategis, mengarahkan target kinerja yang akan dicapai pada
tingkatan strukur yang diperlukan untuk dapat menguatkan
penyelesaian masalah sesuai dengan target indikator kinerja outcome.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan khususnya
urusan kewilayahan Kecamatan di Kabupaten Garut Tahun 2019-
2024, ditetapkan arah kebijakan, sebagai berikut :

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik yang Memadai.
Peningkatan Integritas dan kualitas SDM Pelayanan.

Penyusunan SOP dan Standar pelayanan publik

Pemantapan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Pengembangan sistem pelayanan publik berbasis teknologi
informasi

gk

Adapun strategi dan arah kebijakan Kecamatan Banjarwangi
Kabupaten Garut sebagaimana disajikan pada Tabel T-C.26 berikut
ini :

Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Rencana Strategis
Kecamatan Banjarwangi Kabupaten Garut
(Sebelum Perubahan)

Visi : | Terwujudnya Kabupaten Garut Yang Bertaqwa, Maju Dan
Sejahtera
Misi 2 : | Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah
disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
1. Meningkatnya|l.1 Meningkatnya 2.1 Penerapan 1. Penyediaan Sarana dan
kualitas kualitas Standar Prasarana Pelayanan
pelayanan pelayanan di Pelayanan PUb_hk yang Mema@al.
publik yang tingkat Publik 2. Peningkatan Integritas
. . dan kualitas SDM
profesional Kecamatan pada Unit Pel
. elayanan.
d h [1.2 M kat Pel
an gmana em.ng atnya e ayanan 3. Penyusunan SOP dan
2. Meningkatnya Kualitas Publik
) Standar pelayanan
Kualitas Tata Penyelenggaraan )
. public
Kelola Pemerintahan
. . 4. Pemantapan
Pemerintahan Tingkat
) Penyelenggaraan
Tingkat Kecamatan .
Pemerintahan Dan
Kecamatan

Pelayanan Publik
5. Pengembangan
sistem pelayanan
publik berbasis
teknologi informasi
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Tabel T-C.26

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Rencana Strategis

Kecamatan Banjarwangi Kabupaten Garut
(Sesudah Perubahan)

Visi Terwujudnya Kabupaten Garut Yang Bertaqwa, Maju Dan
Sejahtera
Misi 2 Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah
disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
1. Meningkatnya| 1.1 Meningkatnya 1.1 Penerapan Penyediaan Sarana dan
kualitas kualitas Standar Prasarana Pelayanan
pelayanan pelayanan di Pelayanan Publik yang Memadai
publik tingkat Publik pada Peningkatan Integritas dan
. Unit kualitas SDM Pelayanan
2. Meningkatnya Kecamatan Pelayanan Pervusunan SOP dan
Kualitas Tata 1.2 Meningkatnya Publik ' S y:il .
Kelola Kualitas tan. ar pelayanan
Pemerintahan Penyelenggaraan publik
Tingkat Pemerintahan - Pemantapan
Kecamatan Tingkat Penyelenggaraan PATEN
Kecamatan
1.3 Meningkatnya 1.2 Peningkatan . Penerapan Forum
pemberdayaan Partisipasi Konsultasi Publik di
Masyarakat Masyarakat Lingkungan Unit
Desa/Kelurahan Dalam Penyelenggara Publik
1.4 Meningkatnya Pelayanan . Survei Kepuasan
Akuntabiltas Publik Masyarakat
Kinerja
Kecamatan
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BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program perangkat daerah
guna mencapai sasaran pembangunan, maka dialokasikan anggaran untuk
belanja daerah dalam membiayai program perangkat daerah. Rencana
Strategis yang dapat dioperasionalkan dalam bentuk kegiatan yang lebih riil
dan terukur ke dalam rencana tahunan. Dengan kata lain, rencana tahunan
yang telah didukung dengan sumber daya dan sumber dana melalui APBD
harus dibuat berdasarkan kebijakan, prioritas program dan kegiatan dalam
rencana lima tahunan ini, selain tetap harus senantiasa memperhatikan isu-
isu dan aspirasi masyarakat yang terus berkembang pada masyarakat.

Pemerintah Daerah Kabupaten Garut telah menerapkan money follow
programme dengan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai
permasalahan serta situasi dan kondisi saat ini serta isu strategis pada masa
datang sampai akhir periode masa jabatan kepala daerah.

Program tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 disusun
berdasarkan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur program pada
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang telah
dimutakhiran melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-
3708 Tahun 2020. Penerapan peraturan ini menyebabkan
perencanaan pembangunan daerah yang semula hanya program dan
kegiatan, maka setelah penerapan aturan menjadi program, kegiatan,
dan sub kegiatan. Perbedaan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur
ini menyebabkan penyesuaian indikator kinerja program, kegiatan, dan
sub kegiatan, dengan penggunaan indikator kinerja mengacu pada
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020.

Selanjutnya, program-program tersebut dijabarkan kedalam
kegiatan pada Renstra Kecamatan Banjarwangi Lebih rinci mengenai
rencana program perangkat daerah yang disertai indikator kinerja
target per tahun dan pendanaan indikatif tahun 2019 sampai dengan
tahun 2024. Rencana program dan kegiatan Kecamatan Banjarwangi
Kabupaten Garut yang telah dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan
sebelum perubahan nomenklatur selaras dengan RPJMD Kabupaten
Garut Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:
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b. Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan Sebelum
Perubahan

Program - Program yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan
Banjarwangi Kabupaten Garut Tahun 2019 - 2024 sebanyak 6 (enam)
Program dan 37 (tiga puluh tujuh) Kegiatan yaitu sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan jumlah
kegiatan sebanyak 12 kegiatan yaitu :

1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;

2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional,

3) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;

4) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja;

S5) Penyediaan Alat Tulis Kantor;

6) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

7) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor;

8) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;

9) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

10) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -
undangan;

11) Penyediaan Makanan dan Minuman;

12) Rapat — Rapat Koordinasi dan Pembinaan Ke Dalam Daerah.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan
jumlah kegiatan sebanyak 6 kegiatan yaitu :
2) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional,;
3) Pengadaan Meubeulair;
4) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional,
5) Rehabilitasi Sedang Berat Rumah Dinas;
6) Revitalisasi Gedung Kantor Kecamatan,;
7) Penataan Halaman Gedung Kantor;

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan
jumlah kegiatan sebanyak 1 kegiatan yaitu :
1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya;
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4. Program Perencanaan dan Pelaporan Keuangan dengan jumlah
kegiatan sebanyak 2 kegiatan yaitu :
1) Pelaporan Keuangan;
2) Penyusunan Dokumen Perencanaan.

5. Program penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat
Kecamatan dengan jumlah kegiatan sebanyak 13 kegiatan yaitu :

1) Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan ditingkat desa;

2) Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan PBB Tingkat
Kecamatan;

3) Pembinaan dan Pelatihan Anggota Linmas Tingkat
Kecamatan;

4) Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penyelenggaraan PKK di
Tingkat Kecamatan;

5) Sosialisasi BPNT Tingkat Kecamatan;

6) Penyusunan RPTK Kecamatan;

7) Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan;

8) Penyelenggaraan Kegiatan Kepemudaan dan Olahraga;

9) Penyelenggaraan Upacara Hari Besar Nasional dan
Upacara/Acara Lainnya;

10) Pembinaan RT/ RW dan lembaga Kemasyarakatan;

11) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui karangtaruna;

12) Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan
Tingkat Kecamatan;

13) Penyelenggaraan Rapat Forkopimcan;

6. Program Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) dengan jumlah
kegiatan sebanyak 3 kegiatan yaitu :

1) Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
(PATEN);

2) Survei Kepuasan Masyarakat;

3) Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik.
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c. Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan Setelah Perubahan

Program - Program yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan
Banjarwangi Kabupaten Garut Tahun 2019 - 2024 sebanyak 6 (enam)
Program, 14 (empat belas) Kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) Sub Kegiatan
yaitu sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
dengan jumlah kegiatan sebanyak 7 kegiatan dan 21 Sub Kegiatan

yaitu :
1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah;

Sub Kegiatan :
1.1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1.2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
Sub Kegiatan :
1.1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD
3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
1.1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
1.2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai BerdasarkanTugas dan

Fungsi
4) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
1.1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

1.2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

1.4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan

1.6) Fasilitasi Kunjungan Tamu

1.7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

(PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN BANJARWANGTI ) 75
KABUPATEN GARUT



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS | 1 roiv 0010 5004
(RENSTRA)

5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah;

1.1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan

1.2) Pengadaan Mebel

1.3) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
1.1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah  Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah;
Sub Kegiatan :

1.1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan

1.2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dengan
jumlah kegiatan sebanyak 2 (dua) kegiatan, dan 2 (dua) Sub Kegiatan
yaitu :

1) Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat
Kecamatan;
Sub Kegiatan :
1.1) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat
Kecamatan

2) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan
oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan,;
Sub Kegiatan :
1.1) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada
Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum dengan
jumlah kegiatan sebanyak 2 (dua) Kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegiatan
yaitu :
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1) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban
Umum;
Sub Kegiatan :

1.1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,
Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah
Kecamatan

1.2) Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh
Masyarakat

2) Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan
Peraturan Kepala Daerah

1.1) Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan
Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-
Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan jumlah
kegiatan sebanyak 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegiatan yaitu :
1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan
Kepala Daerah;

Sub Kegiatan :

1.1) Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila,
Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika
serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia

1.2) Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi,
Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

1.3) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di
Kecamatan

5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan
jumlah kegiatan sebanyak 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) yaitu :

1) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan
Pengawasan Pemerintahan Desa;
Sub Kegiatan :
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1.1) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

1.2) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban
Lembaga Kemasyarakatan

1.3) Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif

6. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan dengan
jumlah kegiatan sebanyak 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan
yaitu :

1) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;
Sub Kegiatan :
1.1) Peningkatan  Partisipasi = Masyarakat dalam  Forum
Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
1.2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
di Wilayah Kecamatan

Rencana Strategis Kecamatan Banjarwangi Kabupaten Garut Tahun
2019-2024 adalah mencerminkan rencana program, kegiatan, indikator
kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif berdasarkan kepada
pendekatan kinerja yang berpedoman pada program, kegiatan, indikator
kinerja dari RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 serta program
prioritas yang menjadi urusan pemerintahan yang berkaitan dengan tugas
pokok dan fungsi Kecamatan Banjarwangi yang disesuaikan dengan kondisi
daerah dan kebutuhan masyarakat:

Adapun Matrik Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Banjarwangi
Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 yang memuat daftar rencana program,
kegiatan indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif
adalah sebagai seperti pada tabel T-C.27 berikut ini :
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BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagai tolok ukur kinerja pembangunan Kabupaten Garut
selama periode waktu tahun 2019-2024, ditetapkan target pencapaian
indikator kinerja pembangunan daerah dalam Perubahan RPJMD yang
bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan
pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah
mencakup Indikator Makro Pembangunan Daerah, Indikator Kinerja
Utama (IKU) daerah yang merupakan indikator kinerja sasaran
pembangunan terseleksi sebagai ukuran keberhasilan sasaran strategis
dan indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah
yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Begitu juga Dalam Perubahan Renstra Tahun 2019-2024,
dilakukan penyesuaian indikator kinerja beserta target-targetnya, dengan
mempertimbangkan dampak dari pandemi COVID-19. Pada tabel T-C.28
diuraikan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah sebagai tolok
ukur penilaian kinerja sasaran strategis Renstra Kecamatan Banjarwangi
Kabupaten Garut Tahun 2019-2024. Yang memiliki makna bahwa
perangkat daerah tersebut secara tugas dan fungsi memiliki peran lebih
dominan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis dari setiap
misi RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024. diuraikan penetapan
indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan
urusan pemerintahan tingkat dampak/impact Kabupaten Garut selama
Tahun 2019-2024 terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan
pemerintahan tingkat hasil/outcome Kabupaten Garut selama Tahun
2019-2024.

Rumusan Indikator kinerja Kecamatan yang mengacu pada tujuan dan
sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung
menunjukan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Banjarwangi dalam
lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian
tujuan dan sasaran RPJMD. indikator kinerja yang akan diwujudkan
Kecamatan Banjarwangi sampai dengan tahun 2024 disusun sebagai
berikut :

(PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN BANJARWANGI )

KABUPATEN GARUT n




PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

(RENSTRA)

TAHUN 2019-2024

Indikator Kinerja Kecamatan Banjarwangi

Tabel T-C.28

Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Kabupaten Garut Tahun 2019-2024
(Sebelum Perubahan)

Target Renstra SKPD
Kondisi Kondisi
. Kinerja Kinerja
NO|Indikator Sasaran, Satuan ; Tahun Tahun Tahun|/Tahun Tahun J
Awal Akhir
Renstra | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 Periode
Renstra
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 8 9
Indeks K
p | DOCES BEPUASAR N 81 81 | 81,5| 82 |825| 83 83
Masyarakat
p | Prosentase Desa | oo o on 80 80 | 8 | 90 | 95 | 100 | 100
Berkinerja Baik
Nilai SAKIP :
3 Kecamatan Predikat C CC CC cC cC cC cC
Tabel T-C.28
Indikator Kinerja Kecamatan Banjarwangi
Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Kabupaten Garut Tahun 2019-2024
(Setelah Perubahan)
Kondisi Kondisi
Kinerja Target Capaian Setiap Tahun Kinerja
NO|Indikator Sasaran| Satuan | Padaawal RPJMD pada akhir
periode Tahun|Tahun|Tahun Tahun Tahun| Periode
Renstra | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Rerstr2
(1) (2) (3) (4) (5 (6) (7 (8 9
1 Nilai SKM Nilai 81 81 81,5 82 | 82,5 83 83
o Nilai Sinergitas Nilai n/a | n/a| 65 | 70 | 75 | 80 80
Kinerja Kecamatan
Tingkat Partisipasi
3 Masyarakat Dalam| Persen n/a n/a 85 90 95 100 100
Pembangunan
Nilai SAKIP .
4 Kecamatan Predikat C CcC CC CcC CcC CcC CcC

(PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN BANJARWANGI )
KABUPATEN GARUT




% PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS | 100w 0010 5004
e (RENSTRA)

BAB VIII
PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Banjarwangi
Kabupaten Garut yang di dalamnya memuat rumusan tujuan, sasaran,
arah kebijakan dan program kegiatan yang disertai pendanaan indikatif
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman
pada Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024. Rumusan
sistematis tersebut selain didasarkan pada kondisi, potensi, nilai-nilai
luhur yang ada, tumbuh dan berkembang di lingkungan Kecamatan
Banjarwangi Kabupaten Garut, juga memperhatikan isu-isu Strategis
Daerah lokal yang memerlukan penyelesaian yang prioritas.

Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 menjadi
pedoman penyusunan dokumen Perubahan Renstra Bapenda sampai
dengan tahun 2024. Untuk itu, sangat penting untuk menjaga
kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan pedoman
penyusunan RKPD setelah RPJMD berakhir. Perubahan mendasar yang
mempengaruhi substansi Perubahan Renstra Kecamatan Banjarwangi
Kabupaten Garut, adalah adanya perubahan RPJMD Kabupaten Garut
Tahun 2019-2024 berupa peraturan perundang-undangan yang ruang
lingkupnya berkaitan dengan hal-hal perencanaan dan keuangan daerah
serta penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta pandemi COVID-19
yang berdampak pada perlunya penyesuaian indikator kinerja dan
targetnya dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi saat ini dan
kemampuan daerah termasuk dukungan pendanaan pembangunan.

Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tentang
Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2021 yang didalamnya mengatur pula
tentang proses penganggaran yang harus berbasis kepada Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah mengakibatkan adanya perbedaan nomenklatur, indikator kinerja
serta jumlah program dan kegiatan antara Renstra Tahun 2019-2024 dan
Renja Tahun 2021 dengan APBD Tahun 2021. Dengan adanya kewajiban
pemerintah daerah untuk menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 tentang pengelolaan daerah dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan
nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang
dimuktahirkandengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708
Tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi, pemuktahiran
klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur yang mengatur klasifikasi,
kodefikasi, nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan pada
penyusunan APBD mulai Tahun 2021, maka dilakukan penyesuaian
nomenklatur perencanaan dalam dokumen Renstra yang akan menjadi
acuan bagi penyusunan dokumen Renja dan selanjutnya menjadi
pedoman penyusunan dokumen APBD.

Keberhasilan implementasi pelaksanaan dokumen perubahan
Renstra ini, sangat tergantung dari komitmen seluruh komponen
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masyarakat, pemerintah dan swasta untuk bertanggung jawab dalam
menjaga konsistensi antara RPJMD Kabupaten Garut dan Renstra
Kecamatan Banjarwangi Tahun 2019-2024 Dbeserta implementasi
tahunannya agar rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan
dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya guna terwujudnya Garut yang
Bertagqwa, Maju dan Sejahtera.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja
dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target
kinerja Kecamatan Banjarwangi Kabupaten Garut.

BUPATI GARUT,

ttd

RUDY GUNAWAN

(PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN BANJARWANGTI )
KABUPATEN GARUT



		2022-01-20T15:31:13+0700
	Bandung, Indonesia




